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ABSTRAK 

 

Kekerasan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

telah mencatat kasus kekerasan tahun 2022 di provinsi Jawa Timur sebanyak 2.367 

kasus. Hal tersebut tentunya sangat memperhatinkan bagi masyarakat luas. Kasus 

kekerasan seksual kerap kita jumpai di kota besar, bahkan mulai merebak di 

kabupaten seperti kabupaten Nganjuk. Kasus kekerasan seksual di kabupaten 

Nganjuk megalami peningkatan dan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik 

pada tahun 2022 dalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap 

anak yang keduanya masih di bawah umur. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang 

dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni bentuk kebijakan penal atau sebuah 

penegakan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk dalam proses penyidikan, dan 

penegakan hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap anak pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual. 

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik field research 

dan pendekatan non-doktrinal. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 

analisis dan pola pikir deduktif, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga 

menjadi data yang konkrit mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang diberikan 

oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis 

berdasarkan prspektif hukum pidana islam.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, bentuk penegakan hukum 

yang diberikan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kepada Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti 

halnya memberikan sebuah pembinaan baik dalam lembaga maupun di luar 

lembaga dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhadap upaya memberikan sebuah 

jaminan pendidikan serta kesehatan bagi pelaku  baik fiisik dan mental. Kedua 

penegakan hukum dalam hukum pidana islam yakni, jarimah ta’zir merupakan 

hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’. Pada hukum pidana Islam jenis hukuman yang dijatuhkan 

kepada anak yang melakukan tindak pidana bahwa sangat tergantung kepada 

kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, adapun saran penulis yaitu sebagaimana 

untuk dapat menghindari dari perbuatan kekerasan seksual hendaknya setiap 

individu memulai dari dirinya sendiri. Dengan itu adanya kerjasama pemerintah 

atau lembaga penegak hukum, hendaknya lebih memberikan sosialisasi mengenai 

permasalahan kekerasan seksual di tempat terpencil hingga dikota besar  yang 

berpotensi tinggi terjadinya sebuah tindak pidana. Yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang pentingnya hukum melalui 

bimbingan atau penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap 

anak dibawah umur.  
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1  

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu setiap 

anak seharusnya mendapatkan haknya sebagai anak. Anak merupakan 

seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang 

lain untuk mengembangkan kemampuannya. Saat ini kejahatan yang terjadi 

pada anak telah menjadi sebuah permasalahan dalam kalangan masyarakat1. 

Terjadinya kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam dunia nyata saja, akan 

tetapi  juga terjadi dalam dunia maya, diingat bahwasannya kemajuan 

teknologi yang sangat meningkat berpengaruh terhadap kasus kejahatan 

yang terjadi. 

Dapat diamati pada kemajuan teknologi yang semakin pesat juga 

mempengaruhi terjadinya kejahatan, pelaku tidak hanya orang dewasa saja 

akan tetapi juga anak di bawah umur.2 Sehingga sehubungan dengan 

perkembangan anak yang makin dewasa, diikuti dengan berbagai macam 

fenomena negatif seperti penyimpangan sosial yang ada dimasyarakat dan 

sebagian besar menimpa anak-anak, bahkan anak juga terkadang menjadi 

sebuah pelaku  kejahatan. 

                                                             
1 Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korbn Dari Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual,” no 4 Jurnal Penelitian De  Jure  20 (Desember 2020), 620.   
2 Jumadin, "Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" 

E-Journal Komunikasi , 2018, 3.  
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Merebaknya berbagai kasus kejahatan seperti kekerasan seksual, tak 

dapat dipungkiri bahwa kejahatan kekerasan seksual ini sering terjadi 

dengan melibatkan korban perempuan dan anak-anak. Tidak hanya 

perempuan dan anak-anak saja namun kekerasan seksual juga melibatkan 

korban laki-laki. Nyatanya kejahatan ini bisa terjadi oleh siapa saja yang 

tidak memandang jenis kelamin dan usia, baik korban maupun pelakunnya. 

Sebagaimana data berikut:  

 
  Tabel  1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia  Seluruh Provinsi  

Sedangkan jika dilihat dari setiap Provinsi maka Jawa Timur adalah 

Provinsi yang paling tinggi terjadinya kekerasan. Sebagaimana data berikut 

:  

Gambar 1 Data Kasus Kekerasan di Provinsi Jawa Timur 

 

Jika dilihat data yang ada dalam diagram, dari setiap provinsi maka 

sudah tertera bahwasannya Jawa Timur adalah provinsi yang paling tinggi 

terjadinya sebuah kekerasan, dengan jumlah sebagai berikut3 :  

                                                             
3 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan 

  Kekerasan Seksual di Indonesia Seluruh Provinsi 

Jumlah Kasus Korban Laki-Laki Korban Perempuan 

23.303 3.825 21.21 
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  Kekerasan Seksual Provinsi Jawa Timur  

Jumlah Kasus Korban Laki-Laki Korban Perempuan 

2.367 462 2.136  

   Tabel 2  Jumlah Kekerasan Seksual  di Provinsi Jawa Timur  

 

Tentu dari data yang ada dalam diagram maka masalah kekerasan 

seksual meningkat setiap tahunnya. Maka berdasarkan tempat penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah di kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur 

terjadinya kekerasan dengan jumlah 40 sebagai kasus kekerasan yang terjadi, 

pada diagram :  

      Gambar 2 Data Kekerasan Per Kab/Kota 

 

Adapun yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap 

anak salah satunya yaitu terabaikannya hak-hak anak dalam lingkup 

keluarga. Dapat dijumpai kejahatan kekerasan seksual pada anak adalah 

setiap perlakuan terhadap anak sebagai suatu bentuk penyiksaan dimana 

orang dewasa atau remaja lebih tua bahkan anak sesama anak, 

menggunakan anak sebagai korbannya yang digunakan untuk sumber dari 

rangsangannya. Dalam kekerasan seksual pada anak juga berupa 
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pemaksaan, ancaman, atau keterpedayaan seorang anak dalam aktivitas 

seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, pencabulan, 

pemerkosaan. Menurut Ani Purwanti mengemukakan bahwa kekerasan 

seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup yang 

luas. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual banyak terjadi atau diderita 

oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban yang lemah.4 

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhimpitan dengan 

masalah pidana, tentunya berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud 

dikenal dengan sebutan “anak nakal” yang sesuai dengan batasan tertuang 

dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Pada aktifitas seksual yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur sangat memprihatinkan, karena tindakan tersebut adalah tindakan 

yang telah mengarah pada kriminal yang jelas melanggar Undang-Undang 

Hukum Pidana. Pada perilaku seksual yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur tidak menjadi masalah yang baru lagi.5  

Tentu perbuatan tersebut telah membuat masyarakat resah yang 

menganggu ketertiban umum. Maka dari itu perlu adanya tindakan sebuah 

penegakan hukum dari pemerintah, pada anak yang melakukan tindak 

pidana kekerasan seksual harus diberi sanksi. Anak yang bisa dijatuhi 

hukuman pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

                                                             
4 Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak Childsexual Abuse,” Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran 

dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 19 N0 1, January 2020. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, n.d. 
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tindak pidana, menurut Pasal 1 Ayat 3 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak.6 Serta, anak yang masih di bawah umur yang 

diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk 

menyerahkannya ke orang tua serta diikutsertakan dalam pelaksanaan 

program pembinaan di LPKS, menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak.   

Sedangkan menurut Hukum Islam jika seseorang anak di bawah 

umur melakukan tindak pidana kejahatan maka anak tersebut dihukum 

sesuai dengan klasifikasi anak tersebut, karena umur berperan penting bagi 

kedewasaan anak. Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana pelecehan 

seksual dalam Hukum Islam, mengingat bahwa dalam Al-Qur’an masih 

belum diatur secara spesifik mengenai hukumannya.7 Namun, hukuman 

yang diberikan pun beragam sesuai dengan ketentuan umur, seperti menurut 

para Ahli Fiqh seorang anak tidak akan dikenai hukuman jika anak tersebut 

belum mencapai 7 tahun, karena dianggap masih belum mampu berfikir, 

dan jika anak tersebut berumur 7 tahun hingga 15 tahun maka akan 

dikenakan hukuman ta’zir berupa pengajaran atau pendidikan.  

Kekerasan seksual ini terjadi dimana-mana dalam waktu yang 

sangat panjang. Banyak macam jenis kekerasan seksual salah satunya, 

                                                             
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, n.d. 
7 M Dzulyadain Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur” 

(Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016). 2 
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pemaksaan hubungan seksual terjadi pada anak yang diangkat dalam 

pembahasan penelitian ini. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap 

aktivitas seksual, yang bentuknya bisa berupa penyerangan atau tanpa 

penyerangan. Dalam kategori penyerangan ini menimbulkan penderitaan 

berupa cedera fisik juga menimbulkan trauma emosional.8  

Terdapat salah satu permasalahan atau kasus perbuatan tindak 

pidana kekerasan seksual pada anak di salah satu daerah yang ada dalam 

negara ini, tepatnya di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk. 

Terjadinya kejahatan yakni tindak pidana kekerasan seksual ini didapati 

oleh anak berumur 7 tahun duduk dibangku Sekolah Dasar yang menjadi 

korban kekerasan seksual, pelaku berumur 11 tahun yang juga masih 

berstatus siswa Sekolah Dasar. Dengan adanya kasus tersebut maka melihat 

situasi yang semakin tahun semakin meningkat, maka timbullah sebuah 

permasalahan yang dapat digunakan sebagai objek penelitian yaitu dengan 

judul “Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual Dalam Proses Penyidikan Prespektif Hukum Pidana Islam”.  

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Jika dilihat dari latar belakang masalah, maka terdapat adanya 

identifikasi masalah, guna untuk memudahkan penjelasan yang akan 

dipaparkan penulis pada penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut : 

                                                             
8 Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

(Kajian Perbandingan Indonesia-India),” Balobe Law Journal 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, 

https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791. 
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1. Anak sebagai tokoh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.  

2. Penyebab tindak pidana kekerasan seksual pada anak. 

3. Proses penyidikan, anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual. 

4. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual dalam hukum pidana. 

5. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual dalam hukum pidana islam.   

 Setelah terdapat penjabaran dari identifikasi diatas, maka ada 

beberapa batasan masalah yang digunakan diantaranya yakni : 

1. Kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

seksual di Kabupaten Nganjuk. 

2. Kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

seksual prespektif hukum pidana islam.  

C. Rumusan Masalah  

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal sebuah 

penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah : 

1. Bagaimana Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual ? 

2. Bagaimana Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Perspektif  Hukum Pidana Islam? 
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D. Kajian Terdahulu  

Terdapat kajian pustaka yang di dalamnya merupakan sebuah 

penjabaran mengenai penelitian yang terdahulu yang dikaji, atau yang 

hampir sama dengan pembahasan pada penelitian yang akan diteliti. Tentu 

adanya sebuah perbedaan dari penelitian yang satu dengan yang lain. Pada 

jurnal dengan judul Kebijakan Penal Dalam Menangglangi Kejhatan 

Seksual Terhadap Anak dihubungkan dengan Perbahan PERPU Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang ditulis oleh Muhammad 

Rifky Fernanda dan Nandang Sambas pada tahun 2017, mahasiswa 

Universitas Islam Bandung. Dalam penulisannya memiliki persamaan 

dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni 

membahas kebijakan penal dalam kejahatan seksual. Tentunya juga 

memiliki perbedaan, pada jurnal ini fokus membahas bagaimana 

menanggulangi kejahatan seksual pada anak yang dihubungkan dengan 

perubahan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak.9 

Jurnal kedua dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap 

Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif 

Pembaharuan Hukum Pidana, yang ditulis oleh Nihlah Ayu Hidayati 

Mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Muhyi Mohas, dan M. 

Noor Fajar Al-Arif Dosen Magister Hukum Universitas Sultan Agung 

Tirtayasa, pada tahun 2022. Dalam penulisannya memiliki persamaan 

                                                             
9 Muhamad Rifky Fernanda and Nandang Sambas, “Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak” Jurnal Media Hukum Vol 3, No 1 (2017). 
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dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni 

membahas kebijakan hukum dalam kejahatan seksual. Tentu juga memiliki 

perbedaan, dalam jurnal ini focus membahas bagaimana perlindungan 

korban kekerasan seksual dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.10 

Sedangkan dalam jurnal ketiga, dengan judul Kebijakan Pidana 

Terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan, yang ditulis 

oleh Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri ME. Purwani, 

mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 2021. Dalam penulisannya 

memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, 

pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan 

seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam jurnal ini kekerasan seksual 

terjadi di dunia pendidikan.11 

Dalam jurnal dengan judul Kebijakan Penal Terhadap Korban 

Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, ynag ditulis oleh Suhefihusaini 

Ashady mahasiswa Universitas Bumigora pada tahun 2020. Dalam 

penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan 

dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan 

                                                             
10 Nihlah Ayu Hidayati, Muhyi Mohas, and M Noor Fajar Al-Arif, “Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Pembaharuan 

Hukum Pidana,” n.d. 
11 Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi and Sagung Putri Purwani, “Kebijakan Pidana Terhadap 

Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan” Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 7 (2021). 
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seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam jurnal ini lebih membahas 

kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga.12 

Skripsi dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi di Yayasan 

Pusaka Indonesia) yang ditulis oleh Yenni Afrida Sari, mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022. Dalam 

penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan 

dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan 

seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam skripsi  ini fokus membahas 

mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada istri.13   

E. Tujuan Penelitian  

Dalam setiap penelitian tentu memiliki sebuah tujuan yang akan 

dicapai, diharapkan dapat menjelaskan rumusan masalah yang sudah 

disampaikan sebelumnya. Maka dari itu penulis merumuskan tujuan sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak 

pidana kekerasan seksual. 

2. Untuk mengetahui kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak 

pidana kekerasan seksual prespektif dan hukum pidana islam. 

                                                             
12 Suheflihusnaini Ashady, “Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 

Jurnal Fundamental Justice 1, no. 1 (February 3, 2020): 1–27, 

https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630. 
13 Yenni Afrida Sari, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri 

(Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)” (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat yang tentunya dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini. 

Kegunaan tersebut diantaranya :  

1. Teoritis  

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, akan berguna untuk 

menambah luasnya ilmu yang berkaitan dengan berkembangnya ilmu 

hukum, khusunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap 

anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tentu juga diharapkan 

berguna dalam masyarakat, guna dijadikan sebuah bahan untuk bisa 

mewujudkan adanya kesadaran masyarakat yang bedasarkan hukum. 

Sehingga, dengan adanya peristiwa kekerasan seksual pada anak dapat 

berkurang yang khususnya terdapat didaerah Kabupaten Nganjuk. 

2. Praktis  

a. Penelitian ini tentu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait 

dengan penegakan hukum terhadap anak. Melalui lembaga ataupun 

instansi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan di 

Polres Nganjuk Unit PPA terhadap masyarakat. Sehingga dengan 

dilakukannya sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi terkait 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

di Polres Nganjuk dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, jika kejahatan tersebut terjadi di 

lingkungan masyarakat Kabupaten Nganjuk.  
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b. Penelitian ini dilakukan supaya memberikan pengetahuan peneliti 

serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum 

yang terjadi pada anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan refrensi bagi peneliti lainnya.  

G. Definisi Oprasional  

Supaya tidak terjadi kesalapahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

tentu sangat perlu adanya sebuah definisi oprasional guna memperjelas 

kalimat yang ada dalam pembahasan penelitian.  

Adapaun judul skripsi ini adalah “Kebijakan Penal Bagi Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif  Hukum Pidana 

Islam”, maka terdapat beberapa definisi yang harus dijabarkn anatara lain :  

1. Kebijakan Penal  

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh John Kenedi yang 

mneyatakan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang 

pada akirnya memiliki tujan untuk memungkinkan bahwa peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan sebuah 

pedoman yang tidak hanya kepada pembuat udang-undang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada 

penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.14 Merupakan sebuah 

                                                             
14 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 
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usaha guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi tertentu. 

2. Anak  

Anak merupakan sebuah aset bangsa, bagian yang tidak bisa 

terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan 

sebuah bangsa dan negara. Nyatanya anak memiliki sebuah peran yang 

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin atas sebuah hak pada setiap 

anak. Kelangsungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang anak 

diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.15 

3. Tindak Pidana  

Tindak Pidana dalam istilahnya merupakan setiap perbuatan yang 

diancam dengan hukuman yang terdapat dalam perundang-undangan 

sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan dalam bahasa 

inggris istilah tindak pidana adalah criminal act, yang dapat dipahami 

bahwa sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap sebuah undang-

undang yang berlaku untuk melindungi kehidupan manusia dari perbuatan 

yang jahat.16 

4. Kekerasan Seksual  

                                                             
15 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 281. 
16 Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022). 
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Kekerasan seksual memiliki sebuah makna yakni sebuah tindakan 

yang nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan sebuah keintiman atau 

hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, 

dengan itu pelaku memiliki cara yakni dengan memaksa yang berakibat 

korban menderita secara fisik, mental dan juga psikis. Nyatanya kekerasan 

seksual memiliki cakupan yang sangat luas sebagai contoh pelacuran 

terhadap anak.17 

5. Hukum Pidana Islam  

Seringkali hukum pidana islam disebut dalam fiqh dengan istilah 

jinayah atau jarimah. Secara terminologi kata jinayah sendri memiliki 

beberapa pengertian, seperti halnya yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir 

Awdah, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya. Sedangkan 

pengertian  yang sama diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa kata jinayah 

sendiri menurut tradisi syariat Islam merupakan segala tindakan yang 

dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ini maksudnya adalah 

perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena pada 

dasarnya perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, 

jiwa, akal, harga diri serta harta dan benda.18 

                                                             
17 Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual” 1, no. 1 (2021): 5. 
18 Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah  (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum 

Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020). 
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H. Metode Penelitian  

Adanya sebuah metode penelitian ini tentu berbperan penting dalam 

penulisan skripi, karena dalam metode penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang optimal serta akurat. Dalam penulisan 

skripsi penulis memiliki beberapa metode penelitian yang akan digunakan 

yakni : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam jenis penelitian yang digunakan menulis suatu karya 

ilmiah yang membahas mengenai kebijakan penal bagi anak yang 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual yakni melalui penelitian 

hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan maksud penelitian yang memiliki data dari sebuah penelitian 

lapangan tempat dimana kasus tersebut diambil, baik berupa data lisan 

maupun data yang berbentuk dokumen .19 

Dilihat dari permasalahan, pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan non doctrinal yang lebih mengedepankan aspek empiris 

sebagai wujud dari sebuah nilai kebenaran dalam mencari nilai 

kebenaran, dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari 

lapangan, wawancara dengan narasumber dan dokumen yang ada. Maka 

penelitian ini juga dilakukan secara yuridis yakni sebuah bentuk 

                                                             
19 Zulki Zulkifli Noor, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2015). 
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penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka 

(bibliography research).20  

2. Data Yang Dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan, yakni data yang sesuai dengan rumusan 

masalah yaitu mengenai bagaimana kebijakan penal bagi anak yang 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peyidikan 

yang ditinjau dari prespektif hokum pidana islam. Tempat untuk 

pengambilan data tersebut di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten 

Nganjuk. Data yang dikumpulkan sebagai berikut : 

a. Data tentang kasus anak sebagai pelaku kekerasan sekual yang 

didapat dari pihak penyidikan yang menangani kasus tersebut di 

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk.  

b. Data tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual,  yang di peroleh langsung dari Kepolisian 

Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk.. 

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data diantaranya : 

1. Data primer  

Pada data primer ini merupakan suatu data yang diperoleh 

secara langsung di lapangan menggunakan hasil dari wawancara 

                                                             
20 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari 

Metode Meneliti Hukum,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (November 5, 2015), 

https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283. 
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dengan pihak terkait yakni Kepolisisan Resor (Polres) Kabupaten 

Nganjuk.  

2. Data sekunder  

Sedangkan dalam data sekunder ini merupakan suatu data 

yang diperoleh dengan cara tidak langsung, seperti halnya mengenai 

fakta-fakta dari dokumen yang resmi, buku ataupun literatur, dan 

juga perundang-undangan. 21 

b. Sumber Data  

Dalam sumber data yang digunakan dalam penulisan ini 

menggunakan metode kualitatif. Sumber data tidak hanya terdapat dari 

perundang-undangan ataupun sumber hukum saja, namun dalam 

penelitian ini yang berkaitan dengan jenis penelitian empiris tentu 

sumber data digabungkan dengan wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun sumber data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder.  

a. Sumber data primer, pada sumber data primer ini, data diperoleh 

dari sumbernya secara langsug, yaitu wawancara dengan 

narasumber untuk memperoleh keterangan dari pihak yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini sumber data primer dapat 

diperoleh dari pihak penyidikan Kepolisian Resor (Polres) 

Kabupaten Nganjuk, Hukum Pidana Islam, serta Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.  

                                                             
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
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b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk 

bahan hukum sekunder meliputi tentang buku-buku hukum 

seperti skripsi, jurnal, tesis, disertasi yang terkait dengan 

permasalahan yang ingin dikaji. Dengan itu kegunaan bahan 

hukum sekunder yakni memberikan petunjuk bagi peneliti untuk 

memulai penelitian.22 

4. Teknik Pengumpulan data  

Tentu adanya teknik pengumpulan data ini, sebuah cara yang 

digunakan dalam penulisan skripsi guna proses didapatkan sebuah 

hasil dari penelitian di lapangan. Maka dalam proses penulisan 

skripsi ini teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian merupakan salahs atu dari 

sejumlah metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk 

memperoleh sebuah informasi yang diperlukan.23 Tentu saja dalam 

penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat maka 

dilakukannya sebuah wawancara terhadap narasumber. Dengan 

menggunakan metode wawancara ini tentu dalam pemecahan 

masalah harus mengajukan sebuah pertanyaan sera lisan dan tentu 

bertatap muka secara langsung kepada narasumber dari Polres 

                                                             
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017). 
23 Buku Daras, “Metode Penelitian Dakwah,” n.d., 298. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

19 
 

  

Nganjuk guna mendapatkan keterangan, informasi, data, serta hasil 

yang akan dijadikan bahan untuk pembahasan skripsi.  

b. Dokumentasi dan data  

Dalam teknik dokumentasi dan data ini digunakan untuk 

mendokumentasikan tekait pengumpulan data yang berhubungan 

dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang 

terjadi di daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Baron. Dari 

penelitian data ini bertujuan guna untuk membuat hasil penelitian 

yang dapat ditelaah dan dan dianalisis.  

5. Teknik pengolahan data  

Dengan adanya teknik pengolahan data, maka dalam proses 

penulisan skripsi ini tentu dengan menggunakan beberapa teknik. 

Teknik yang dimaksud diantaranya sebagai erikut : 

a. Editing  

Dalam proses editing ini, tentu guna untuk meneliti serta 

memeriksa kembali dengan benar dan sistematis, mengenai data 

yang telah didapatkan. Setelah itu dengan adanya proses editing juga 

meniliti kemudian menelaah kembali data yang telah ada dalam 

proses penelitian lapangan yang dilakukan maupun dari data yang 

berasal dari kepustakaan. Setiap proses penulisan skripsi ini tentu 

juga melewati proses editing yang mengedit dari hasil wawancara 
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terhadap narasumber dan hasil dari pencarian data yang ada dalam 

kategori kepustakaan.  

b. Organizing 

Proses ornganizing tentu mensistematiskan dari sumber data. 

Guna dengan menyusun data dengan cara yang sistematis, bahkan 

teknik ini mengelompokkan data yang telah dikumpulkan sesuai 

dengan rencana yang telah di bahas sebelumnya.  

c. Analyzing  

Dari teknik analyzing ini merupakan sebuah teknik yang 

berasal dari sebuah analisa dari didapatkan sebuah data dengan 

menggunakan narasumber yang telah diwawancara sebagai hasil, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pada akhirnya, menjadikan 

sebuah jawaban dari masalah yang dikaji dalam penelitian ini.  

6. Teknik analisis data  

Analisis data menurut Noeng Muhadjir yang menjelaskan 

bahwa upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan data yang lain  untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti. Sehingga dari 
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hasil yang telah diperoleh ini bisa diinformasikan kepada 

masyarakat luas. 24 

Dalam penulisan skripsi ini, teknik analisa yang 

dipergunakan adalah menggunakan teknik deskriptif anlisis. Yang 

artinya bahwa di dalamnya memaparkan sebuah pemaparan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi sebuah kaitan penting 

dengan teori hukum dan juga objek penelitian. Serta adanya 

penjelasan mengenai pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat 

sebagai objek penelitian. 25 Maka dari itu artinya data yang diperoleh 

akan sesuai dengan permasalahan yang memiliki  kaitannya dengan 

penelitian pada skripsi ini, yakni Kebijakan Penal Bagi Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif  Hukum 

Pidana Islam  

Sedangkan yang akan digunakan dalam proses penulisan 

skripsi ini pola pikirnya adalah pola pikir deduktif, yang artinya pola 

pikir ini berawal dari umum ke khusus. Pola pikir deduktif ini, 

kemudian dipaparkan apa yang menjadikan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak 

yang kemudian ditarik kesimpulan pada Kebijakan Penal Bagi Anak 

                                                             
24 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (January 

2, 2019): 81, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374. 
25 Ali, Metode Penelitian Hukum. 
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Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif  

Hukum Pidana Islam  

I. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi tentu adanya sistematika pembahasan, guna 

dapat terarah sebuah penelitian ang akan dilakukan. Adapun sistematika 

dari penulisan skripsi yang akan dipaparkan yakni :  

 Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar 

belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini berisikan tentang uraian 

deskripsi dan landasan hukum yang berkaitan dengan anak pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual dalam prespektif  hukum pidana islam.   

Bab III adalah memuat uraian temuan hasil penelitian, meliputi 

tentang kedudukan penyidik dalam menangani kasus anak pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual  dan juga hasil dari wawancara bersama pihak 

penyidik Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk. 

Bab IV adalah analisis terkait dengan kasus anak pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan yang terjadi di salah satu 

daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

Bab V adalah memaparkan tentang kesimpulan dan penutup dari 

hasil sebuah penelitian, dan juga disertakan dengan daftar pustaka. 
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BAB II 

KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 

 

A. Kebijakan Penal  

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah 

penal policy, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan pula 

dengan politik hukum pidana. Istilah penal policy ini mempunyai pengertian 

yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitiek 

sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana 

atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya 

bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau 

Politiek dalam bahasa Belanda.1  

Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum 

pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan 

istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek.2 

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula 

disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang 

rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana 

hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum 

pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal. 

                                                             
1 Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). 
2 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981)., 159.  
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Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik 

hukum maupun dari politik kriminal.3 Menurut Prof. Sudarto, “politik 

hukum” adalah : 

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.  

b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

citakan.  

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, 

bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling 

baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam 

kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum 

pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang.4 

Marc Ancel memberikan definisi, penal policy yang diistilahkan 

sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni 

                                                             
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). 
4 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkebangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru, 1983)., 109.  
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yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) 

dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, 

dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum 

pidana.5 Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel 

adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang 

dikemukakan oleh Sudarto. 

Menurut A. Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk 

menentukan6:  

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 

diubah atau  

b. diperbarui.  

c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.  

d. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan 

pidana yang  

e. harus dilaksanakan. 

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” 

menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang 

terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari7:  

                                                             
5 Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). 
6 Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru., 

27.  
7 Ibid, 28. 
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a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.  

b. Suatu prosedur hukum pidana.  

c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana. 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peratuan hukum pidana yang baik 

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan 

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian 

dari politik kiminal. Dengan kata lain bisa dilihat dari sudut pandang politik 

kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dalam usaha 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya  penegakan 

hukum pidana). Maka dari itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan 

hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum (law enforcement 

policy).8  

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan 

undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian 

integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena 

itu wajar jika apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan 

bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).  Kebijakan 

sosial ini bisa diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai 

                                                             
8 Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. 
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kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan 

masyrakat.9 

Dengan adanya penjelasan diats dapat ditegaskan bahwa, 

pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan dari kebijakan/poitik 

hukum pidana (penal policy). Maka latar belakang diadakannya pembaruan 

hukum pidana ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, 

atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan kriminal, 

kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum).10 Artinya, pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari 

perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang 

melatarbelakangi pembaharuan tersebut.  

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan 

hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya termasuk bidang "penal 

policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement 

policy”, "criminal policy" dan "social policy".11 Kebijakan penal yang 

bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, 

karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik 

diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (“deterrent effect”) nya. Di 

samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan 

kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan 

                                                             
9 Ibid. 28 
10 Ibid. 29  
11 Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. 
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sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (“social dislike”) 

atau “pencelaan/kebencian sosial” (“social disapproval social 

abhorrence”) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana 

“perlindungan sosial” (“social defence)”. Oleh karena itulah sering 

dikatakan, bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social 

defence policy”.12 

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau 

mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih 

diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:  

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa 

jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; 

persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi 

dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-

batas kebebasan pribadi masing- masing. 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada 

suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah 

dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. 

c.  Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan 

pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak 

                                                             
12 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan (Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2010). 182.  
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jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma 

masyarakat.13 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan 

Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum 

pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada 

saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif 

juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat 

pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin 

melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law 

enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui 

beberapa tahap14: 

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif) 

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) 

3.  Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).  

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap 

hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif 

merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, 

kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis 

                                                             
13 Barda Nawawi Arief and Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 

2010). 
14 Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Kejahatan. 
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yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. 15 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga 

merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan 

hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap 

kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan 

legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, 

tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. 

Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap 

pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.16 

B. Pelaku Kekerasan Seksual  

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual  

Menurut KUHP Pasal 55 Pelaku tindak pidana (Dader) adalah 

barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana 

sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-

undang.17  

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan. 

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

                                                             
15 Ibid. hlm. 78. 
16 Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Kejahatan. 
17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d. 
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ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 

tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, 

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana 

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak 

ketiga.  

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang 

yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat 

dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain 18:  

a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri 

untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.  

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana 

ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh 

melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama 

yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang 

hanya merupakan alat saja. 

                                                             
18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya 

disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini 

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan 

(dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu 

gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang 

kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal 

yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, 

desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa 

yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa 

dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan 

berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.19 

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan adalah 

setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan 

baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap 

anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan 

seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya 

berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan 

ekonomi. 20 

                                                             
19 Esthi Susanti Hudiono, Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif 

Organisasi Masyarakat Sipil (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). 
20 Ibid, 5 
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Menurut Ron O’grady kekerasan seksual mempunyai beberapa 

karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu :  

a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang 

ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari 

pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan 

perabotan.  

b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan 

berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu 

korban yang diinginkan.   

c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi 

korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang 

berhubungan dengan korban.21 

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan 

dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan 

bertentangan dengan syariat Islam. Kekerasan dilakukan sebagai bukti 

bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya 

dijadikan alat untuk memperlancar aksi/perbuatannya. Kekerasan 

seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif 

atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan 

merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual 

                                                             
21 Vania Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam 

Praktik Penegakan Hukum Pidana,” n.d. 
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yang terjadi, maka bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang 

membutuhkan perhatian. 

Menurut Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur 

kekerasan seksual yaitu22 : 

1.  Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (Gender based violence). 

2. Yang berakibat ataupun tidak berakibat. 

3. Kesengsaraan atau penderitaan wanita. 

4. Seacara fisik, seksual atau psikologis. 

5. Termasuk ancaman tindakan tertentu. 

6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. 

7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi. 

2. Anak Sebagai pelaku Kekerasan Seksual  

Pada dasarnya anak yang bermasalah dikategorikan dengan dengan 

istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, 

maka istilah kenakalan anak berubah menjadi anak yang berkonfik 

dengan hukum (ABH). Saat ini UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik 

dengan hukum (ABH).23 

                                                             
22 Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

Dan Alternatif Pemecahannya (Jakarta: Alumni, 2000). 
23 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 
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Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang dimaksud degan anak nakal yakni24 : 

a. Anak yang melakukan pidana. 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi 

anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan.  

Kenakalan anak disebut dengan Juvenile Deliquency. Juvenile 

(dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

anak-anak, anak muda. Sedangkan Deliquency artinya 

terabaikan/megabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, 

kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, delikunesi diartikan sebagai tingkah laku yang 

menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu 

masyarakat.  

Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa suatu perbuata delikuen 

apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertenangan dengan norma yang 

ada dalam masyarakat dimana ia hidup. Ada beberapa faktor penyebab 

yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak diantaranya25 : 

1. Faktor lingkungan. 

2. Faktor ekonomi/sosial. 

                                                             
24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
25 Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. 
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3. Faktor psikologis.  

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya 

karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah 

mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. 

Dengan itu terlihat jelas bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) 

harus megandung unsur-unsur26 : 

1. Adanya perbuatan manusia. 

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum. 

3. Adanya kesalahan. 

4. Orang yang berbuat harus dipertanggungjawabkan.  

Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, 

kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seorang yang 

berusia 21 ahun disebut dengan kejahatan (crime), namun jika yang 

melakukan perbuatan tersebut adalah seorang yang berusia di bawah 21 

tahun maka disebut dengan kenakalan (delinquency). Pernyataan tersebut 

terjadi di amerika serikat perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak 

dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan 

pengertinnya.27 

                                                             
26 Fernanda and Sambas, “Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap 

Anak Dihubungkan Dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

Anak.” 
27 Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. 
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3. Sanksi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual  

Sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu 

perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap 

pelaku perbuaan tersebut. Jika fokus kepada sanksi pidana tertuju pada 

perbuatan salah seorang pengenaan penderitaan dengan maksud agar 

yang bersangkutan menjadi jera. Maka sanksi tindakan lebih fokus 

kepada upaya memberi pertolongan supaya pelaku merasa jera.28  

Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan 

(pengimbalan). Karena merupakan penderitaan yang sengaja diberikan 

kepada si pelanggar (pelaku), dan pada dasarnya sanksi pidana 

dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang 

dilakukan menurut J.E. Jonkers (1987).  

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, 

terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok bagi 

anak ada 5 macam sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 

11 Tahun 2012  Pasal 71 Ayat (1), yakni29 : 

a. Pidana peringatan  

b. Pidana dengan syarat  

1) Pembinaan di luar lembaga  

2) Pelayanan masyrakat atau  

3) Pengawasan  

                                                             
28 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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c. Pelatihan kerja  

d. Pembinaan dalam lembaga dan 

e. Penjara   

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang No 

11 Tahun 2012  Pasal 71 ayat (2) ada 2 macam diantaranya30 : 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana atau  

b. Pemenuhan kewajiban adat.  

Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan untuk anak nakal, 

pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud 

dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk 

anak, yakni pengawasan dilakukan oleh jaksa terhadap pelaku anak 

dalam kehidupan anak tersebut, dan pemberian pembinaan atau 

bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, selama 

waktu tertentu ynag ditetapkan putusan pengadilan.31 

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak nakal adalah berupa 

tindakan. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 82 ayat 

(1), sanksi tersebut ada 7 macam yakni32 : 

a. Penembalian kepada oran tua/ wali  

b. Penyerahan kepada seseorang  

                                                             
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
31 Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. 
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

39 
 

  

c. Perawatan di rmah sakit jiwa  

d. Perawatan di LPKS  

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang    

diadakan oleh pemerintahan atau badan swasta  

f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau  

g. Perbaikan akibat tindak pidana  

Sedangkan dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa tindakan yang 

dimaksud pada ayat (1)  huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 

(satu) tahun.33  

Dalam perkara anak nakal, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, 

wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan 

pembinaan yanag lebih baik maka hakim memberikan pendidikann dan 

pembinaan yang lebih baik. Maka hakim menetapkan anak tersebut 

ditempatkan di lembaga pemasyrakatan anak (sebagai anak sipil) untuk 

mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja yang 

dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, sehingga 

setelah menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.34 

Pada prinsipnya pembinaan dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh 

Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau di Departemen Sosial35, 

akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat 

                                                             
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
34 Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. 
35 Ibid, 88.   
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menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial 

kemasyarakatan.   

C. Kekerasan Seksual dalam Aspek Hukum Pidana Islam  

Pada dasarnya dalam hukum pidana islam terkait masalah kekerasan 

seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam 

nash Al-Quran maupun hadist. Maka dari itu pembahasan mengenai 

masalah kekerasan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Dalam Al-

Qur’an sendiri hanya menjelaskan mengenai perbuatan zina bukan 

mengenai masalah kekerasan seksual atau sejenisnya seperti pelecehan 

seksual. Dijelaskan bahwa dalam QS. Al- Isra : 32  sebagai berikut :  

 

ََ   لَ  شَةً وَسَآٰءَ سَبِّيلًا َ حِّ ٰٓ ۖ إِّنَّهُۥ كَانَ فََٰ نىََٰ                                                            تقَْرَبوُا۟ ٱلز ِّ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesngguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”36  

 

Dalam pembahasannya, pandangan tentang zina menurut hukum positif 

dan hukum Islam berbeda. Dalam hukum islam memandang bahwa setiap 

hubungan badan yang dilakukan suka sama sama ataupun tidak, terjadi di 

luar perkawinan masalah tersebut bisa dikatakan dengan zina, dan terdapat 

hukuman mengenai hal tersebut, baik pelaku sudah kawin ataupun belum 

kawin.37 Sedangkan dalam prespektif hukum positif zina merupakan 

hubungan badan yang dilakukan diluar perkawinan oleh orang-orang yang 

                                                             
36 Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 35.  
37 Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 1991). 
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dalam status bersuami istri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, 

kecuali adanya perkosaan atau pelanggaran kehormatan.38  

Menurut fukaha dari kalangan Mazhab Hanafī, zina adalah hubungan 

seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan 

yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak ada atau belum ada 

ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan. Ulama Malikiyah 

mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi 

kemaluan manusia yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) 

dan disengaja. Menurut Ulama Hanabilah zina adalah perbuatan keji pada 

kubul atau dubur. Ulama Syafi’i mendefinisikan zina dengan memasukkan 

zakar ke dalam kemaluan wanita yang haram dengan tidak syubhat dan 

secara naluriah memuaskan hawa nafsu.39 

Jenis jenis zina ditinjau dari segi pelaku dibagi 2 (dua) yaitu40 : 

a. Zina muḥṣan  

Zina muḥṣan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah 

terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, 

istri, duda atau janda. Hukuman (ḥad) bagi pelaku zina muḥṣan, 

yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. 

 

 

                                                             
38 Twidesyadinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik 

Penegakan Hukum Pidana.” 
39 Abdul Basith Junaidy et al., Hukum Pidana Islam Indonesia (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 

2020). 
40 Ibid, 179  
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b. Zina ghair muḥṣan 

Zina ghair muḥṣan adalah zina yang dilakukan orang yang belum 

pernah menikah, laki-laki atau perempuan. Ḥad (hukuman) bagi 

pelaku zina ghair muḥṣan dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang 

ke daerah lain selama 1 tahun.  

Hukum pidana Islam sering juga disebut dengan fikih dalam istilah 

jinayah atau jarimah.Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan 

hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.41 

Menurut bahasa jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian berubah 

menjadi “jaramatan” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau 

kejahatan. Pelaku dari jarimah dinamakan “jarim” serta yang dikenai 

perbuatan itu adalah “mujarom „alaihi”.42 

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi 

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman had atau ta‟zir. Dalam istilah lain jarimah disebut 

juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir jinayah adalah suatu istilah 

untuk perbuatan yang dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut 

mengenai jiwa, harta atau lainnya.43 

                                                             
41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 
42 Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam). 
43 Ibid,10.  
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Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana 

yang dituangkan dalam syara’ ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. 

Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashna dalam Al-Qur’an dan Hadist, 

hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni44 : 

a. Hukuman yang ada nashnya, yakni hudud, qisash, diyat, dan 

karafah. Hukuman ini bagi penzina, pencuri, perampok, 

pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.  

b. Hukuman yang tidak ada nashnya yang disebut dengan hukuman 

ta’zir. Hukuman ini bagi percobaan melakukan tindak pidana, tidak 

melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak 

sampai batas jumlah yang ditetapkan, missal mencuri berasa satu 

kilo gram.  

Macam-macam jarimah yaitu :  

a. Jarimah Hudud  

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan 

hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentuan 

berdasarkan syara‟ dan merupakan hak Allah.45 Hukuman yang 

diberikan tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman telah 

ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal serta 

maksimalnya. Hukuman tersebut merupakan mutlak hak Allah, 

                                                             
44 Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013). 
45 Hasan and Saebani. 
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apabila terdapat hak manusia maka hak Allah lebih dominan 

terhadap hukuman tersebut.   

Sedangkan macam-macam jarimah hudud terdapat tujuh 

macam, yaitu zina, menuduh zina (qadzf), mencuri (sirq), 

merampok, menyamun (hirobah), minum minuman keras (surbah), 

dan murtad (riddah).46  

b. Jarimah Qisash dan Diat  

Jarimah qishash adalah jarimah dengan hukuman qishash 

dan hukuman diat. Hukuman ini merupakan hak manusia (hak 

individu). Perbedaan hukuman had dengan hukuman ini adalah 

hukuman qishash dan hukuman diat merupakan hak manusia 

sehingga hukuman ini dapat gugur atau dihapus apabila keluarga 

korban telah memaafkan perbuatan pelaku akan tetapi diberi 

hukuman untukmembayarkan denda senilai 100 unta. Sedangkan 

hukuman had tidak dapat dimaafkan atau dihapuskan.47 

  Macam jarimah qishash diyat hanya ada 2 (dua) macam yaitu :  

1. Pembunuhan dan  

2. Penganiayaan 

c. Jarimah Ta’zir  

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan 

hukuman ta’zir. Ta’zir menurut Bahasa adalah ta’dib yang artinya 

                                                             
46 Muslich, Hukum Pidana Islam, 11. 
47 Hasan and Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, 71.  
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memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal 

Man’u yaitu menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Mawardi adalah hukuman 

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 

hukumannya oleh syara’. Wewenang untuk menetapkan hukuman 

diserahkan kepada ulil amri. Tujuan diberikannya hukuman kepada 

ulil amri adalah dapat mengatur serta memelihara kepentingan serta 

dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang 

bersifat mendadak.48 

Hukuman ta’zir tidak mempunyai batas-batas hukuman 

tertentu, karena syara’ hanya menyebutkan mulai dari seringan-

ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Hakimlah yang 

berhak menentukan macam tindak pidana serta hukumannya, karena 

syara‟ tidak menjelaskan secara tegas dan jelas.49  

   Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi tiga 

macam yaitu :  

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur 

shubbat atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah dianggap 

sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, 

                                                             
48 Muslich, Hukum Pidana Islam. 
49 Rokhmad, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum  Pidana 

Islam) (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005), 56.  
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pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan 

harta benda. 

2. Jarimah ta’zir yang ditentukan oleh nash tetapi sanksinya oleh 

syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, 

saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, 

menghianati amanah, dan menghina agama.  

3. Jarimah ta’zir yang sanksinya secara penuh menjadi wewenang 

penguasa, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. 

Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, 

lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.50 

  

                                                             
50 Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.  
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BAB III   

PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN SEKSUAL 

DI POLRES KABUPATEN NGANJUK 

 

A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Nganjuk  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur 

(Polda Jatim) tepatnya di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk, di 

Jl. Gatot Subroto No 116, Kecamatan,Kabupaten Nganjuk Jawa Timur  

dengan kode pos 64411, Indonesia. Fokus dalam penelitian ini di Satuan 

Reserse dan Kriminal (Satreskrim) pada Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPPA).  

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa 

visi dan misi, diantaranya sebagai berikut :  

1. Visi dan Misi Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk  

Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan 

dapat dipercaya masyarakat Nganjuk guna mendukung terciptanya 

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan 

gotong royong. 

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya 

diuraikan dalam misi Polres Nganjuk yang mencerminkan koridor tugas-

tugas sebagai berikut : 
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a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (public trust) melalui 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan 

konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”. 

b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres 

Nganjuk yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan 

sendi-sendi hak asasi manusia. 

c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Nganjuk (well motivated 

dan welfare). 

d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini 

dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif. 

e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 

dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi 

Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan 

Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat. 

f. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, 

akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN. 

g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

berlalu lintas. 

h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan 

perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah 

kemaritiman. 

i. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian 

secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Nganjuk, yang 
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didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih 

mengoptimalkan kinerja Polri. 

j. Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk 

memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini 

kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan 

kemanan. 

B. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres)  Kabupaten Nganjuk 

Polres merupakan sebuah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok 

Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dalam permasalahan mengenai anak dan perempuan maka, yang 

memberikan sebuah pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada korban 

serta penegakan hukum bagi pelaku. Yang dimaksud yakni sebuah UPPA 

(Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) yang ada di dalam Kepolisian Resor 

(Polres).  

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ibda Sabar 

selaku KANIT PPA Polres Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa alur 

penyidikan di PPA Polres Kabupaten Nganjuk yakni sebagai berikut :  

“Pada tahap awal korban/saksi melaporkan kepada anggota Unit PPA. 

Setelah mendapat laporan dari pelapor, kemudian melakukan proses 

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, korban, dan saksi. Apabila 

sudah terbukti maka Unit PPA menangkap pelaku sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Namun untuk pelaku dibawah umur 12 tahun penyelesaiannya, pihak 
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penyidik dan Kepolisian berkoordinasi dengan Bapas (Balai 

Pemasyarakatan), dan Dinsos (Dinas Sosial)”. 

 

Dalam alur kebijakan hukum pada Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk 

sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pasal 12 

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK (Ruang 

Pelayanan Khusus) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban 

Tindak Pidana maka bisa dijelaskan alurnya seperi berikut :1 

1. Penerimaan Laporan  

a. Korban langsung diterima oleh anggota Unit PPA  

b. Sebelum dilakukannya proses pembuatan laporan polisi, didahului 

dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian 

penyidik/petugas terhadap saksi korban.  

c. Maka apabila saksi korban dalam keadaan trauma/stress, penyidik 

melakukan tindakan penyelamatan dengan cara mengirim saksi 

korban ke Pusat Pelaanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit 

Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dan psikis 

guna memantau perkembangannya.  

d. Bagi saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, maka petugas 

mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter.  

e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik maka penyidik dapat 

melaksanakan interview/wawancara guna untuk pembuatan laporan 

polisi.  

                                                             
1 Ibda Sabar, KANIT PPA Polres Kabupaten Nganjuk, Wawancara, Nganjuk 24 Januari 2023. 
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f. Dalam pembuatan laporan polisi yang dilakukan oleh petugas Unit 

PPA, apabila ada perlu untuk mendatangi TKP guna berfungsi 

mencari dan mengumpulkan barang bukti.  

g. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian 

(SPK). 

h. Maka apabila saksi dan/atau korban memerlukan rujuk ke PPT atau 

temoat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan 

rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan 

disertai dengan penjelasan masalahnya.  

i. Apabila saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan 

perlu dilakukannya visum maka, petugas mengantakan saksi 

dan/ata korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan 

dan visum.  

j. Pada kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, maka dilakkan 

upaya dengan bantuan melalui konseling dan pendekatan 

psikologis.2  

2. Penyidikan  

a. Penyidik membuatkan surat permohonan pemerikaan esehatan dan 

visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau Rumah Sakit lainnya, 

yang secara hukum dapat mengeluarkan visum berhubungan 

dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban.  

b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan. 

                                                             
2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, 8. 
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c. Apabila korban siap untuk diperiksa dan bersedia memberikan 

keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, 

maka penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) terhadap Koran.  

d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan 

satu tersangka saja, maka laporan polisi ditinjaklanjuti oleh satu 

orang penyidik saja.  

e. Namun apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak 

korban,tersangka, kurun waktu, barang bukti maupn tempat 

kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim 

yang ditentukan oleh Kanit UPPA dan saksi atau korban tetap 

diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan dalam 

pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik Polri pria.  

f. Dan apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk 

kepentingan penyidik korban dapat dititipkan di Shelter milik 

Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain 

yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga 

korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.3   

3. Tahap Akhir Penyidikan  

a. Berkoordinasi dengan sebuah instansi sebgai suatu ahli dalam 

rangka untuk meperkuat suatu kasus yang sedang ditangani.  

b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang akan disidik. 

                                                             
3 Ibid. 8.  
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c. Melakukan peneitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke 

Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau 

pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindugan dan 

pelayanan kepada korban, apabila korban diperlukan kehadirannya 

di pengadilan.  

e. Melakukan koordinasi dengan Instansi dan LSM yang peduli 

terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada saat 

sidang di pengadilan, supaya pada proses peradilan serta 

putusannya bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan.4  

C. Bentuk Penegakan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resor (Polres)  Kabupaten 

Nganjuk 

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai pembahasan terhadap 

bentuk kekerasan seksual terhadap anak, maka diperlukan sebuah pemikiran 

yang menjadi dasar utama yang dapat dipahami terhadap hal yang menjadi 

alasan atau penyebab terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Bapak Ibda Sabar selaku KANIT PPA Polres Kabupaten 

Nganjuk, yang menjelaskan bahwasannya anak melakukan sebuah tindak 

pidana kekerasan seskual adalah :5 

“Dalam terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak, tentu tidak 

disangka-sangka. Terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak 

tentu tidak dalam pemikirannya sendiri, melainkan ad penyebab atau factor 

pendorong untuk dilakukannya sebuah kejahatan. Faktor tersebut berawal 

                                                             
4 Ibid. 9. 
5 Sabar, KANIT PPA Polres Kabupaten Nganjuk. 
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dari media elektronik, sejalan diera yang semakin canggih dengan adanya 

film, foto yang diperuntukan oleh orang dewasa, bisa ditelusuri oleh anak 

yang masih di bawah umur. Kedua kurangnya perhatian dari kedua orang 

tua, bahkan yang sering terjadi anak yang melakukan tindak pidana adalah 

anak yang memiliki orang tua tidak lengkap yatim/piatu, sehingga 

kurangnya perhatian atau kasih saying juga sebagai salah satu penyebab 

anak melakukan tindak pidana. Ketiga yakni factor lingkungan, dari 

pergaulan yang tidak baik juga bisa menyebabkan suatu dorongan untuk 

melakukan tindak pidana, berkaitan dengan anak dibawah umur yang 

memiliki rasa ingin tahu yang lebih.” 

Terkait dengan adanya masalah tindak pidana kekerasan seksual, 

maka pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk, tentu dalam 

melakukan penegakan hukuman mengacu kepada Undang-Undang No 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan proses 

berjalannya sebuah peraturan hukum sesuai dengan alur dari penyidikan 

atau pada pelaporan dari kepolisian, juga data yang sudah masuk pada Unit 

PPA Polres Kabupaten Nganjuk maka pihak Unit PPA akan melakukan 

beberapa tahapan penegakan hukuman bagi pelaku :  

1. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak 

Pindana Kekerasan Seksual 

Dalam Peraturan Kapolri No 8 tahun 2021 tentang Penanganan 

Tindak Pidana Berdasarkan Resoratif pada pasal 1 ayat 3, menyatakan 

bahwa keadilan Resorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaan semula.  
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Maka tujuan peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada 

upaya resosialisasi dan rehabilitasi serta kesejahteraan sosial. Namun 

upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan 

dengan beberapa metode diantaranya metode diversi dan Resorative 

Justice.  Pada prinsipna alasan digunakannya pendekatan Resorative 

Justice tindak pidana anak ini didasari oleh 2 alasan sebagaimana 

berikut : 

a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah 

diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan 

hukuman, serta pembedaan pemebrian hukuman bagi anak-anak 

dan orang dewasa. 

b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak lebih muda 

untuk dibina dan disadarkan.  

Pada tahap proses melakukan tugasnya, Unit PPA bekerja sama 

dengan lembaga lainnya. Seperti bekerja sama dengan Dinas Sosial 

(Dinsos) yang melibatkan pekerja sosial. Dengan adanya sebuah 

kerjasama dengan lembaga yang lain, maka dengan mudah untuk 

mendapatkan penegakan hukuman yang terjadi pada anak sebagai 

pelaku tindak pidana. Sehingga pada saat memberikan penegakan bagi 

anak yang melakukan tindak pidana, diharuskan dan didasarkan dengan 

peraturan perundang-undangan.  
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Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis dengan Bapak Ibda Sabar Selaku KANIT Unit PPA Polres 

Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwasannya Unit PPA Polres 

Kabupaten Nganjuk memiliki proses penegakan hukum yang dilakukan 

untuk memberlakukan sebuah penegakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yakni : 

 “Setelah menjalani sebuah pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh 

pihak yang terkait, maka jika hasilnya memberikan keputusan dan 

ditetapkan sebagai tersangka maka pelaku akan ditahan dibuatkan surat 

keterangan penahanan. Akan tetapi jika pelaku dewasa maka akan 

langsung ditahan, namun jika pelaku masih di bawah umur maka 

dikembalikan ke orang tua dan wajib lapor. Pelaku diberlakukan sesai 

dengan peraturan perundang-udangan Sistem Peradilan Pidana Anak 

UU No 11 Tahun 2012. Penjara anak tidak boleh disamakan dengan 

penjara dewasa, jika pelaku anak masih dibawah umur 12 tahun maka 

bentuk penyelesaiannya pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Badan 

Pemasyarakatan (Bapas) dan juga Pekerja Sosial (Peksos)”.6 

 

Pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual sudah jelas diatur dalam sebuah peraturan 

perundang-undangan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan 

KANIT PPA Polres Kabupaten Ngajuk bahwasannya penyelesaian 

anak di bawah umur 12 tahun penyelesaiannya yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan sebuah peraturan 

perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai bentuk 

penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasna seksual :  

                                                             
6 Sabar.. 
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a. Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang     

Sistem Peradilan Pidana Anak  

Pelaksanaan penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak 

pidana kekerasan seksual menurut pasal 21 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya 

adalah7 :  

(1) Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keputusan untuk :  

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali atau 

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 

pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau 

LPKS di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan 

sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 

bulan.  

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 

ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 

hari.  

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kepasa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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(4) Dalam hasil evaluasi sebagaimana diamksud pada ayat (3) 

anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.  

(5) Instansi pemerintah dan LPKS ebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan 

anak kepada bapas secara berkala setiap bulan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pengambilan keputusan serta program pendidikan, 

pembinaan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.  

b. Menurut Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

Dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya anak yang masih 

di bawah umur 14 tahun maka sanksi yang didapatkan hanya dapat 

dikenai dengan tindakan.8  

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan 

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat 

dikenai tindakan.  

c. Menurut Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

                                                             
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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Dalam pasal ini jelaskan bahwasannya pada anak pidana 

yang didapatkan sebagai berikut :  

(1) Pidana pokok bagi anak  

a. Pidana peringatan  

b. Pidana dengan syarat  

1) Pembinaan di luar lembaga  

2) Pelayanan masyarakat  

3) Pengawasan  

c. Pelatihan kerja  

d. Pembinaan dalam lembaga  

e. Penjara  

(2) Pidana tambahan terdiri atas : 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana  

b. Pemenuhan kewajiban adat 

d. Menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

bahwa anak yang masih dibawah umur 14 tahun maka hanya dapat 

dikenakan tindakan. Pada nyatanya kasus yang diteliti oleh penulis, 

dikenakan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga 
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Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), adapun penjelasannya 

sebagai berikut 9: 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : 

a. Pengembalian kepada orang tua/wali  

b. Penyerahan kepada seseorang  

c. Perawatan di rumah sakit jiwa  

d. Perawatan di LPKS  

e. Kewajiban mengikuti pedidikan formal dan/ata pelatihan 

yang diadakan oleh pemeritah atau badan swasta  

f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau  

g. Perbaikan akibat tindak pidana.  

Dalam kebijakan yang diambil oleh PPA Polres Kabupaten 

Nganjuk anak pelaku tindak pidana menurut pasal 21 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

pada prinsipnya adalah10 :  

(1) Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keputusan untuk :  

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali atau 

                                                             
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
10 Ibid  
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b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 

pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah 

atau LPKS di Instansi yang menangani bidang 

kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

paling lama 6 bulan.  

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh PPA Polres Kabupaten Nganjuk Untuk 

Dapat Mencegah Kasus Kekerasan Seksual  

Dalam melaksanakan upaya penyidikan mengenai tindak pidana 

kekerasan seksul terhadap anak tentu saja sangat berbeda dengan 

penyidikan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka pada 

proses penyelidikan ini PPA sangat mengusahakan untuk menangkap 

kasus. Di Kabupaten nganjuk , para penyidik yang berasal dari Unit 

PPA Polres Kabupaten Nganjuk telah melakukan upaya-upaya yang 

ada dengan memiliki program kerja.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ibda Sabar 

Selaku KANIT Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk, Bahwa : 

“Dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan seksual, tidak 

sedikit jumlah korban nya anak apalagi diera media elektronik yang 

sangat canggih, pelaku anak juga tidak sedikit jumlahnya. Sehingga ada 

program kerja yang dimiliki Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk 

dengan cara membuat satgas yang bekerjasama dengan pihak 

Kepolisian, Dinas Sosial, Badan Pemasyarakatan guna untuk 

melindungi dan menegakan sebuah hukuman yang seadil-adilnya. 

Selait itu juga mengadakan penyuluhan serta sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai masalah tindak pidana kekerasan seksual. 

Kegiatan tersebut dilasanakan secara rutin sebulan sekali dengan 
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bekerja sama dengan aparat desa baik keluharan, kecamatan, kelurahan, 

serta masyarakat yang ikut andil dalam program kerja tersebut”.11 

 

Tentu dengan adanya kegiatan penyuluhan serta sosialisasi 

mengenai kekerasan seksual pada anak memiliki tujuan, yakni agar 

masyrakat dapat memahami dan mengerti informasi tentang tindak 

pidana kekerasan seksual, sehingga bisa meningkatkan sebuah 

partisipasi masyarakat terhadap masalah tersebut. Kesadaran hukum 

masyarakat terhadap bahyanya tindak pidana kekerasan seksual pada 

anak yang sudah kerap terjadi di lingkungan sekitar tidak hanya di kota 

saja melainkan terjadi di desa-desa. 

 Maka dengan itu pihak Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk 

ini memberikan sebuah sosialisasi serta penyuluhan ke masyarakat, dan 

sekolah-sekolah, juga mengadakan kerjasama dengan media massa, 

tentu juga memerikan informasi melalui media sosial, menempelkan 

poster ditempat yang kerap dikunjungi oleh masyrakat.  

Pada kegiatan yang diadakan oleh pihak Unit PPA Polres Kabupaten 

Nganjuk ini berupa sosialisasi serta penyuluhan sudah memberikan 

informasi yang cukup jelas epada masyarakat. Bahwa jika terdapat hal-

hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindak pidana 

seksual pada anak, maka diharapkan masyarakat bisa dapat langsung 

                                                             
11 Sabar.. 
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untuk melapor ke pihak polisi terdekat maupun langsung datang ke 

penyidik yang terdapat di Perlindungan Perempuan dan Anak.  

Bentuk upaya pencegahan lainnya, para pihak penyidik juga 

melaksanakan sebuah kegiatan penelusuran dengan mendatangi 

tempattempat yang ada di daerah-daerah tertentu dimana daerah 

tersebut menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual 

seperti lokasi prostitusi serta tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang 

bisa terjadi tindak pidana. Dalam lokasi tersebut sudah menjadi titik 

rawan dikarenakan yang pada awalnya dari lokasi seperti itulah muncul 

adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak, namun juga bisa 

terjadi karena faktor lingkungan serta pergaulan. Kegiatan pencegahan 

tersebut juga rutin di lakukan penyidik PPA Polres Kabupaten Nganjuk 

selama sebulan sekali.  

D. Bentuk Pembinaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual di Dinas Sosial  Kabupaten Nganjuk 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk 

merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Nganjuk yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Dengan itu Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dibentuk sebagai salah satu upaya 

pemerintah Kabupaten Nganjuk dibidang sosial dalam mengatasi masalah 

sosial (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berada di 

Kabupaten Nganjuk. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas sosial 
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memiliki empat bidang seperti jaminan sosial, rehabilitasi sosial, 

perlindungan sosial, dan perlindungan perempuan dan anak.  

Serta bidang PSKM (Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat), 

dan bidang Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA). 

Dalam menangani sebuah permasalahan Dinas Sosial mengacu pada 

peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2012 yang di dalamnya 

mengatur mengenai tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasanya 

dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan 

dapat melibatkan dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga 

pendidikan dan LPKS.  

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Angga 

selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk  menjelaskan bahwa 

proses pembinaan di Dinas Sosial anak di bawah umur 12 tahun yang 

melakukan tindak pidana kekerasan seskual yakni sebagai berikut12:  

“Dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya 

di atas 7 tahun, maka untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut 

Dinas Sosial melaksanakan prosedur sesuai dengan Undang-Undang No 11 

tahun 2012. Yang dimaksudkan bahwa anak yang ancaman hukumannya di 

atas 7 tahun penaganannya tidak masuk ranah pengadilan. Artinya hanya 

berkas yang masuk dan berjalan sesuai prosedur di pengadilan, tetapi anak 

tetap dalam pembinaan rehabilitasi di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. 

Anak pelaku yang usianya di bawah 12 tahun cukup dengan adanya 

keputusan bersama, antara pihak Penyidik PPA Polres Nganjuk, Bapas 

Kediri, dan Dinas Sosial. Maka jika dilihat mengenai kasus kekerasan 

seksual pelaku atas nama Nurman, hasil dari keputusan bersama adalah 

rehabilitasi di Rumah Singgah Unit PPA Kabupaten Nganjuk. Dengan 

dilakukannya rehabilitasi guna mengembalikan fungsi sosial, mental, serta 

psikososial terhadap anak pelaku.”  

                                                             
12 Angga, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk,Wawancara, Nganjuk 27 Januari  

2023. 
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Dalam pembinaan pada Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk sudah 

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pasal 11 tahun 

2012 pasal 21 ayat 1  mengenai acara peradilan pidana anak,  maka bisa 

dijelaskan sebagai berikut :  

(1) Pada anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga 

melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan 

pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk13: 

a. Menyerahkan kepada orang tua atau wali. 

b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani  bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat 

maupun daerah daam jangka waktu paling lama 6 bulan.  

Penjelasan mengenai pasal 21 ayat 1, bahwa batas umur 12 tahun bagi 

anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan 

sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Yang merupakan anak yang belum 

mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Maka sesuai dengan wawancara dengan Bapak Angga selaku 

Pekerja Sosial Dinas Sosial yang menjelaskan bahwa anak yang ancaman 

hukumannya di atas 7 tahun penaganannya tidak masuk ranah pengadilan. 

Artinya hanya berkas yang masuk dan berjalan sesuai prosedur di 

                                                             
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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pengadilan, tetapi anak tetap dalam pembinaan rehabilitasi di Dinas Sosial. 

Karena anak masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

Bapak Angga selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, 

beliau menjelaskan bahwasannya Dinas Sosial memiliki proses penegakan 

hukum yang dilakukan untuk memberlakukan sebuah penegakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, yakni 14:  

“Dalam masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari polres. Jika Dinas 

Sosial ranahnya hanya memberikan rehabilitasi sosial, menerima hasil dari 

putusan ketetapan pengadilan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial anak 

di pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur 12 tahun. Jadi 

setiap pihak memiliki perbedaan, kepolisisan memiliki ranah dalam 

penegakan hukuman sesuai dengan perundang-undangan, Bapas memiliki 

ranah dalam penelitian masyarakat, sedangkan Dinas Sosial memiliki ranah 

rehabilitasi sosial, pihak tersebut memiliki tugas masing-masing dalam 

menangani kasus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Kepolisian memproses hukumannya walaupun anak tidak ditahan 

karena masih di bawah umur, yang melakukan penelitian sebagai 

persyaratan putusan pengadilan adalah Bapas, sedangkan yang melakukan 

rehabilitasi sosial adalah Dinas Sosial dalam jangka waktu 6 bulan, sesuai 

dengan putusan pengadilan yang telah disepakati oleh pihak terkait yakni 

kepolisian, bapas, dan dinas sosial. Maka jika dilihat dalam naungannya 

dinas sosial memberikan penegakan dengan rehabilitasi sosial kepada anak 

di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.  

 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Angga selaku Pekerja Sosial, 

menjeaskan bahwa dalam adanya penegakan hukum merupakan ranah dari 

pihak kepolisian. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 

2012 pasal 71 ayat (1)15 mengatur pidana pokok yang menyebutkan adanya 

                                                             
14 Angga, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk. 
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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pembinaan dalam lembaga. Serta pasal 82 ayat (1)16 menyebutkan tindakan 

yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni 

perawatan di LPKS. Maka sesuai dengan hasil wawancara bahwa ranah dari 

Dinas Sosial memberikan perawatan serta pembinaan yang berupa dengan  

tindakan rehabilitasi sosial.  

 Selain itu, dalam pola pembinaan yang dilaksanakan ada beberapa 

jenis komponen. Maka erdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pekerja 

Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :  

 

“Pembinaan itu bagian dari rehabilitasi sosial, yang di dalamnya dibagi 

dalam beberapa komponen pembinaan. Pertama pembinaan mental atau 

psikososial, kedua pembinaan bimbingan konseling, ketiga pembinaan 

bimbingan rohani. Pihak-pihak yang terkait tentu pihak sekolah, keluarga, 

dan tokoh masyarakat.”  

 

Maka pola pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten 

Nganjuk pada anak yang telah melakukan tidak pidana kekerasan seksual 

yakni17 :  

a. Pembinaan keagamaan atau rohani. Dalam pembinaan keagamaan 

yang diajarkan  untuk anak didik yang beragama islam, berupa baca 

tulis al-qur’an, pemberantasan buta huruf al-qur’an, ceramah agama, 

pengajian rutin, ketrampilan seni islami, peringatan hari besar 

keagamaan yang dipercayai. Sedangkan dalam keagamaan yang 

diajarkan untuk anak didik yang beragama nasrani tidak jauh beda 

                                                             
  
17 Angga, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk. 
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promgramnya, seperti cerdas cermat al-kitab, katekisasi, pastoral. 

Tentu dengan adana kegiata ini merupakan bentuk dari pembinaan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan 

ini jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah megenai kepramukaan. 

Dengan melakukan latihan baris berbaris, upacara bendera pada hari 

besar nasional.  

c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pembinaan yang dilaksanakan 

dalam jenis ini berupa pendidikan formal yang diberikan pada 

sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.  

d. Pembinaan ketrampilan. Jenis kegiatan yang dilakukan berupa 

lifeskill  berupa kursus sesuai dengan minat bakat yang miliki pada 

anak.  

e. Pendidikan kesehatan jasamani. Bentuk kegiatan yang dilakan 

dalam pembinaan ini yakni dengan melakukan berbagai macam 

jenis kegiatan olahraga, baik dalam kesehatan maupun prestasi. 

Seperti Badminton, Bola Volley, Futsal, dan macam olahraga pada 

umumnya.  

f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam pembinaan ini 

pelaksanaanya hak integrasi, pasrtisipasi berbagai event yang 

melibatkan masyarakat luar.  

g. Pembinaan kesadaran hukum. Tentu dalam pembinaan ini juga 

sangat penting dengan melakukan penuluhan, sosialisasi hukum dan 
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HAM, serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrument hukum 

tentang anak.  

Dengan adanya pola pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Sosial 

Kabupaten Nganjuk, guna diharapkan dapat kembali seperti semula 

mengembalikan fungsi sosialnya. Maka berdasarkan undang-undang nomor 

11 tahun 2012 Pasal 21 ayat (1)18 huruf b, dengan adanya keikutsertaan 

program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini 

termasuk dalam tindakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. 

Hasil dari wawancara dengan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Nganjuk, pembinaan yang dilakukan dalam dinas sosial merupakan 

tindakan rehabilitasi sosial dan psikososial. Jika dilihat dalam Undang-

undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial  Pasal 9, rehabilitasi 

sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.  

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)19 bahwa, Rehabilitasi sosial serta 

Rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk 

memlihkan keberfungian sosial indivisu, keluarga, kelompok, dan atau 

masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam Pasal 11 ayat (3) adalah dalam 

bentuk terapi fisik, terapi mental, terapi psikososial, terapi penghidupan, 

                                                             
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, n.d..  
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pemulihan hidup layak, dukungan aksesbilitas, dan atau bentuk ang lai yang 

mendukung keberfungsian sosial. 

E. Rincian Kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual  

Mengenai hasil wawancara dengan Ibu Maharani selaku staff bidang 

Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk20, beliau menceritakan kejadian 

tindakan kekerasan seksual pelaku anak yang melakukan tindak pidana 

kekerasan seksual yang bertempat di Dusun Sedan, Desa Kemlokolegi, Kec 

Baron, Kabupaten Nanjuk. Berikut kronologi kasus kekerasan seksual 

terhadap anak yang dilakukan anak di bawah umur :  

“Kasus ini terjadi hari Selasa tanggal 20 bulan September 2022, dan 

dilaporkan ke pihak kepolisian 22 September 2022. Sekira pukul 14.00 

wib pelaku pulang sekolah dan langsung bermain. Pelaku  pada saat itu 

bermain ke Dsn. Sedan dengan jalan kaki, pelaku sedang mencari 

kerang di kali bawah tol, pelaku sedang duduk beristirahat kemudian 

datang aak saksi  dan mengobrol bersama pelaku. Anak saksi berkata 

“mas man mas man koe gelem enak enak” ( mas man mas man kamu 

mau enak enak), lalu pelaku menjawab “enak enak piye to met” (enak 

enak gimana maksudnya). Lalu anak saksi berkata “koyok manuk mu 

lebok no nang gone silit e wong wedok” (seperti burungmu kamu 

masukan ke dalam anusnya orang perempuan). Lalu pelaku lari  di kejar 

oleh anak saksi.  Pada saat itu anak saksi  mengambil pecahan batu bata 

dan di bawa oleh aak saksi  lalu pelaku berhenti. 

Anak saksi  berkata “mas  man aku ngelak, pomo enek cah wedok ambek 

cah lanang , cah lanang e engko kon jupuk banyu, engko cah wedok e 

seng wes tak jelas no mau ngono” (mas aku haus, nanti kalau ada anak 

perempuan sama anak laki, anak lakinya suruh mengambil air, nanti 

anak perempuannya seperti yang aku jelasin tadi). Setelah itu anak saksi 

pergi meninggalkan pelaku untuk bersembunyi sedangkan pelaku  

mencari chery kemudian pada saat di jalan pelaku melihat ada seorang 

perempuan dan laki-laki sedang di depan rumah kawak (rumah tua), lalu 

pelaku menghampiri dan berkata “ayo melu aku ndelo ndelok sekolahan 

karo lapangan” (ayo ikut aku lihat sekolahan dan lapangan).  Kemudian 

                                                             
20 Maharani, Anggota PPA Polres Kabupaten Nganjuk,Wawancara, Nganjuk 24 Januari 2023. 
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laki laki tersebut menjawab “iyo ” (iya). Kemudian anak bertiga 

termasuk anak pelaku berjalan kearah lapangan. 

 Lalu pelaku berkata “eh jenengmu opo” (eh namamu siapa),  kemudian 

laki laki (kakak korban)  menjawab “Tirta”. Kemudian, pelaku bertanya 

kepeda anak perempuan tersebut “la we jenengmu sopo” (kalau kamu 

namanya siapa), Kemudian perempuan tersebut (korban) menjawab 

“Aisyah”.  Lalu  kami bertiga duduk di lapangan pelaku berkata “eh 

jumuk o ngombe aku ngelak” (eh ambilkan aku air ak haus). Lalu kakak 

korban pergi untuk mengambilkan minum setelah itu pelaku melihat 

jagung jagung, dan pelaku melihat anak saksi  memberi aba aba dengan 

tangan di lambaikan ke atas sambil tangan kiri milik anak saksi  

membentuk lingkaran dan jari kanan telunjuk di masukkan kearah 

lobang tangan kiri tersebut. Kemudian anak korban  sedang duduk kaki 

selonjor lalu dari arah depan pelaku menarik celana dan celana dalam 

milik anak korban sampai terlepas.  

Kemudian pelaku  menurunkan celana dan celana dalam pelaku.  Setelah 

itu pelaku buka kedua kaki milik anak korban, dan pelaku memasukkan 

batang kemaluanya. Dikarenakan belum tegang dan tidak bisa masuk 

akhirnya pelaku memasukkan jari tengah tangan kiri ke lubang vagina 

milik anak korban, nak korban merasa kesakitan dan berteriak, sehingga 

pelaku menarik jari tengahnya, dan pelaku lari di susul oleh anak 

korban, namun anak korban ikut lari kemudian pelaku menghalangi- 

halangi anak korban dengan cara badan pelaku hingga terjatuh. Lalu 

pelaku sempat melihat paha anak korban ada darah dan di tanah ada 

tetesan darah, kemudian pelaku lari pulang ke rumah”.  

 

 

 

Pada kasus ini terjadi hari Selasa tanggal 20 bulan September 2022, 

dan dilaporkan ke pihak kepolisian 22 September 2022. Sekira pukul 14.00 

wib pelaku pulang sekolah dan langsung bermain. Pelaku  pada saat itu 

bermain ke Dsn. Sedan dengan jalan kaki, pelaku sedang mencari kerang di 

kali bawah tol, pelaku sedang duduk beristirahat kemudian datang aak saksi  

dan mengobrol bersama pelaku. Anak saksi berkata “mas man mas man koe 

gelem enak enak” ( mas man mas man kamu mau enak enak), lalu pelaku 

menjawab “enak enak piye to met” (enak enak gimana maksudnya). Lalu 
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anak saksi berkata “koyok manuk mu lebok no nang gone silit e wong 

wedok” (seperti burungmu kamu masukan ke dalam anusnya orang 

perempuan). Lalu pelaku lari  di kejar oleh anak saksi.  Pada saat itu anak 

saksi  mengambil pecahan batu bata dan di bawa oleh aak saksi  lalu pelaku 

berhenti. 

Anak saksi  berkata “mas  man aku ngelak, pomo enek cah wedok 

ambek cah lanang , cah lanang e engko kon jupuk banyu, engko cah wedok 

e seng wes tak jelas no mau ngono” (mas aku haus, nanti kalau ada anak 

perempuan sama anak laki, anak lakinya suruh mengambil air, nanti anak 

perempuannya seperti yang aku jelasin tadi). Setelah itu anak saksi pergi 

meninggalkan pelaku untuk bersembunyi sedangkan pelaku  mencari chery 

kemudian pada saat di jalan pelaku melihat ada seorang perempuan dan laki-

laki sedang di depan rumah kawak (rumah tua), lalu pelaku menghampiri 

dan berkata “ayo melu aku ndelo ndelok sekolahan karo lapangan” (ayo ikut 

aku lihat sekolahan dan lapangan).  Kemudian laki laki tersebut menjawab 

“iyo ” (iya). Kemudian anak bertiga termasuk anak pelaku berjalan kearah 

lapangan. 

Lalu pelaku berkata “eh jenengmu opo” (eh namamu siapa),  

kemudian laki laki (kakak korban)  menjawab “Tirta”. Kemudian, pelaku 

bertanya kepeda anak perempuan tersebut “la we jenengmu sopo” (kalau 

kamu namanya siapa), Kemudian perempuan tersebut (korban) menjawab 

“Aisyah”.  Lalu  kami bertiga duduk di lapangan pelaku berkata “eh jumuk 

o ngombe aku ngelak” (eh ambilkan aku air ak haus). Lalu kakak korban 
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pergi untuk mengambilkan minum setelah itu pelaku melihat jagung jagung, 

dan pelaku melihat anak saksi  memberi aba aba dengan tangan di lambaikan 

ke atas sambil tangan kiri milik anak saksi  membentuk lingkaran dan jari 

kanan telunjuk di masukkan kearah lobang tangan kiri tersebut. Kemudian 

anak korban  sedang duduk kaki selonjor lalu dari arah depan pelaku 

menarik celana dan celana dalam milik anak korban sampai terlepas.  

Kemudian pelaku  menurunkan celana dan celana dalam pelaku.  

Setelah itu pelaku buka kedua kaki milik anak korban, dan pelaku 

memasukkan batang kemaluanya. Dikarenakan belum tegang dan tidak bisa 

masuk akhirnya pelaku memasukkan jari tengah tangan kiri ke lubang 

vagina milik anak korban, nak korban merasa kesakitan dan berteriak, 

sehingga pelaku menarik jari tengahnya, dan pelaku lari di susul oleh anak 

korban, namun anak korban ikut lari kemudian pelaku menghalangi- halangi 

anak korban dengan cara badan pelaku hingga terjatuh. Lalu pelaku sempat 

melihat paha anak korban ada darah dan di tanah ada tetesan darah, 

kemudian pelaku lari pulang ke rumah”.  
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BAB IV  

ANALISIS KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK 

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN 

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Analisis Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif 

Hukum Pidana  

Dalam penyebutan tindak pidana anak tidak dikenal dalam hukum 

pidana, dalam kepustakaan hukum pidana hanya terdapat sebagai istilah 

tindak pidana. Akan tetapi pembedanya merujuk kepada perbuatan 

seseorang yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang dewasa atau 

anak di bawah umur. Jika dilihat dari perbuatan yang sesungguhnya maka 

tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan 

orang dewasa, yang berbeda hanya terletak pada pelakunya1.  

Kejahatan dilihat dari konsep yuridis yang artinya tingkah laku 

manusialah yang dapa dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam keadilan 

masyarakat bahwa perlu adanya perbedaan pertimbangan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibandingkan yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Pada dasarnya anak yang melakukan 

kejahatan bukan berarti orang jahat melainkan anak nakal (Juvenile 

Deiquency)2.  

                                                             
1 Sutedjo Wagiati, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika, 2006). 30. 
2 Ibid, 31.  
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Penyebutan anak nakal (Juvenile Deliquency) yang merupakan 

suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum 

maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang 

memiliki sebuah kejiwaan yang masih labil, proses pemantapan psikis yang 

masih belum sempurna sehingga cenderung untuk memelakukan atau 

menganggu ketertiban umum. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai 

kejahatan, melainkan kenakalan. Mengapa demikian, karena tindakan yang 

diperbuat merupakan tindakan dalam kondisi psikologis yang tidak 

seimbang, tidak sadar akan perbuatan yang dilakukan berdampak baik atau 

buruk3.  

 Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan 

Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana 

dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, 

mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki 

sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak 

ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” 

merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang 

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap4: 

1. Tahap kebijakan formulasi (kebijakan legislatif) 

                                                             
3 Ibid, 49.  
4 Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Kejahatan. 
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2. Tahap kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) 

3. Tahap kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif).  

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap 

hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif 

merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, 

kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis 

yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. 5 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga 

merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan 

hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap 

kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan 

legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, 

tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. 

Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap 

pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.6 

Pada hukum pidana penetapan dalam batas usia 

pertanggungjawaban pidana anak, yang baru dalam Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, sudah mencerminkan bahwa kepentingan yang 

                                                             
5 Ibid, 78. 
6 Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Kejahatan. 
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terbaik bagi anak. Prinsip dalam kepentingan terbaik bagi anak inilah yang 

terus ditegakkan. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak ini telah 

tercerminkan dari7 : 

1. Bahwa penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini yang 

semula diatur dalam UU Pengadilan Anak yakni berumur 8 tahun 

hingga belum berumur 18 tahun. Setelah diperbarui menjadi belum 

berumur 12 tahun.  

2. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menyatakan bahwa anak yang berumur 12 tahun hanya 

diperbolehkan untuk diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan 

oleh penyidik guna memberikan sebuah tindakan, yang terdapat pada 

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

berbunyi8: 

1) Dalam hal anak yang yang belum berumur 12 tahun yang 

melakukan atau didua melakukan tindak pidana, penyidik, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial menagmbil 

keputusan untuk : 

a. Menyerahkannya kepada orang tua/ wali  

b. Mengikutsertakannya dalam pelaksanaan program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi 

                                                             
7 Asri Lestari Rahmat and Dr Nurini Aprilianda, “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” n.d. 11.  
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 

78 
 

  

pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang 

kesejahteraan sosial, baik dalam tingkat pusat maupun 

daerah, dalam jangka waktu paling lama enam bulan. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak ini yang menjelaskan bahwa proses pemeriksaan yang 

dilakukan oleh penyidik terhadap anak bukan untuk dilakukan 

dalam rangka proses peradilan pidananya, akan tetapi dignakan 

untuk dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan, serta pekerja sosial. Dalam hal ini ketentuan 

yang terkait pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan 

yang berupa laporan penelitian kemasyarakatan, yang 

merupakan sebuah persayaratan wajib guna sebelum penyidik, 

pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial mengambil 

sebuah keputusan terkait masalah yang ditangani.  

Pasal 21 ayat 1 perampasan kemerdekaan anak diupayakan 

sebagai jalan yang terakhir untuk memberikan kesempatan bagi 

anak untuk memperbaiki dirinya. Diberikan pembinaan, serta 

tindakan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki diri, 

bertumbuh, dan berkembang dengan baik. Serta dalam pasal ini 

menunjukan bahwa semakin muda umur anak, semakin kecil 

juga pertanggungjawaban pidananya. Anak yang usia di bawah 

atau belum berumur 12 tahun dianggap masih belum bisa 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan pasal 21 ayat 1 
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ini telah memperihatkan bahwa prinsip kepentingan yang tebaik 

bagi anak dengan segaa keringanan aturan anak pelaku pidana 

yang telah diatur di dalamnya.  

3. Dapat dijatuhkan pidana bagi anak yang berusia 14 tahun hingga 18 

tahun. Pada pasal 69 ayat 2 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang menyatakan bahwa “anak yang belum berusia 14 tahun 

hanya dikenai dengan tindakan”9. Pada pasal ini menyatakan bahwa 

pada anak yang berumur 12 tahun dan anak dibawah umur 14 tahun 

yang dapat dikenai tindakan.  

Maka jika dikaitkan dengan kasus penelitian kekerasan seksual yang 

di teliti oleh penulis, pelaku berumur 11 tahun, yang artinya kebijakan 

hukum yang ditegakkan oleh Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk yakni 

dengan melihat keputusan bersama dengan Penyidik, Pembimbing 

Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial. Dengan menegakkan sesuai dengan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pelaku di berikan 

tindakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.  

Keputusan yang tepat karena, dibedakan antara alasan yang 

menghapus sifat hukumnya suatu perbuatan dalam hukum pidana, disebut 

dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mengapa dibedakan karena, 

keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Dengan adanya alasan pembenar 

                                                             
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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maka perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi 

diperbolehkan, yang dimana pembuat tidak dapat disebut dengan pelaku 

tindak pidana. Akan tetapi jika dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka 

suatu tindakan tetap dikatakan melawan hukum, namun pelaku dimaafkan, 

dengan dimaafkan pelaku tidak dijatuhi pidana.10  

Bahwa, pelaku dapat dikatakan sebagai dasar penghapus pidana 

dengan dasar pemaaf, meskipun tindakan pelaku kekerasan seksual ini 

termasuk tindakan yang melawan hukum, namun pelaku tetap dimaafkan. 

Karena dalam pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa,tidak dihukum 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena daya berpikir yang kurang 

tumbuh atau terganggu oleh penyakit. Dasar pemaaf ada dalam hal-hal 

seperti anak-anak, orang gila, orang yang mabuk, dan orang yang terpaksa 

atau dalam keadaan darurat. Anak yang usia masih di bawah umur tidak 

dapat dijatuhi suatu pertanggung jawaban pidana karena, didasarkan atas 

ketidakmampuan berfikir dalam suatu hal yang baik dan yang buruk. 

B. Analisis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Prespektif Hukum Pidana Islam  

Pada dasarnya dalam agama islam perbuatan yang bersangkutan 

dengan keseksualan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Islam 

merupakan agama yang membawa kebahagiaan. Bahwasannya islam 

                                                             
10 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)., 139.  
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memberikan pemahaman, segala makhluk ciptaan-Nya memiliki derajat 

serta kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Dalam agama Islam juga 

megajarkan bahwa untuk tidak mebeda-bedakan antara umat manusia baik 

laki-laki maupun perempuan, yang dapat dikatakan adanya perbedaan hanya 

nilai ketaqwaannya kepada Allah. Sehingga dalam peristiwa kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dalam islam adalah perbuatan yang tercela, 

yang melanggar hukum serta syariat Islam. 11 

 Dalam terminologi bahasa arab, menyatakan bahwa kekerasan 

seksual dikenal dengan “al-taharussy al-jinsi”. Yang artinya bahwa 

menggelorakan permusuhan (at-tahyiij), berbuat kerusakan (al-ifsad), yang 

menimbulkan perasaan kebencian, kerusakan, serta permusuhan (al-igra).  

Sedangkan dalam terminologi merupakan sebuah ungkapan dan tindakan 

seksual yang digunakan untuk menyerang serta menganggu pihak yang lain, 

pelecehan seksual terjadi baik secara fisik maupun non fisik. 12 

Al-qur’an menyebutkan pelecehan seksual yang terjadi dalam fisik 

atau non fisik sebagai “al-rafast” dan “fakhsiyah”. Menurut mufassirin “ar-

rafast” merupakan al-ifhasy li al-mar’ah fi al- kalam atau sebuah ungkapan-

ungkapan yang keji terhadap perempuan yang mengarah kepada hal yang 

berhubungan dengan seksualitas. Sedangkan “fakhsiyah” sama seperti “ar-

rafast” yakni perbuatan atau sebuah ungkapan kata-kata kotor yang dapat 

menyebabkan suatu penyerangan atau merendahkan harkat dan martabat 

                                                             
11 Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Prespektif Al-Quran Dan 

Hadist,” Jurnal Al-Maqhsidi, June 2020. 
12 Imam Nakha’I, “Islam Menolak Kekerasan Seksual,” Https//:Swararahima.Com.//, January 10, 

2022. 
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seorang perempuan. Seperti contoh ungkapan-ungkapan serta tindakan yang 

tidak etis yang mengarah kepada seksualitas, yakni menyebut tubuh 

perempuan dengan kata-kata yang tidak pantas (body shaming). 

Dengan kata lain perbuatan tersebut dapat merendahkan bentuk 

tubuh perempuan. Selain body shaming terdapat tindakan yang meraba-

raba, mencolek, menggosok, menggesek-gesekan anggota tubuh, dan 

tindakan lain yang mengarah kepada seksualitas. Dalam sebuah tindakan 

disebut dengan kekerasan, pada dasarnya tindakan tersebut memiliki makna 

aniaya (dhalim). Jika kekerasan ini diletakkan dalam masalah yang 

berhubungan dengan seksual maka dapat membentuk sebuah frasa 

“kekerasan seksual”. Maka kekerasan yang dimaksud adalah semua 

tindakan yang mengarah kepada tindakan yang menyimpan unsur aniaya 

yang berorientasi pada kasus seksual. 

Pada kasus keseksualan dalam hukum Islam merupakan jenis kasus 

yang menyangkut dengan perbuatan zina. Dalam hukum Islam memandang 

bahwa zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki 

secara sadar terhadap perempuan yang disetai nafsu seksual, dan diantara 

mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan secara sah. Ulama 

Syafi’I mendefinisikan bahwa zina merupakan dengan memasukan zakar ke 

dalam kemaluan wanita yang haram dengan tidak ada syubhat dan secara 
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naluriah memuaskan hawa nafsunya. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-

Isra ayat 3213 :  

ىٰٓ اِّنَّهٗ كَانَ  نَٰ شَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِّيْلً فاَوَلَ تقَْرَبوُا الز ِّ احِّ  

 

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu 

perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk “.  

 

  Pada surah Al- Isra’ ayat 32, Allah sangat tegas melarang seorang 

hamba- Nya untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina, mendekati 

saja tidak diperbolehkan apalagi melakukannya. Tindakan untuk mendekati 

zina digambarkan sebagai tindakan yang fahsiyah (tabu), dan seburuk-

buruknya jalan. Sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat perbuatan 

fahsiyah ini misalnya, pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap 

lawan jenis, atau bahkan sesama jenisnya baik dalam keadaan sendiri atau 

di depan umum. Sehingga, dalam pandangan tersebut dapat mengakibatkan 

upaya meghilangkan kehormatan seseorang. Maka sangat penting untuk 

menahan pandangan pada lawan jenis ataupun sesama jenis. 

  Perintah untuk menahan pandangan bagi umat islam serta menutup 

aurat telah dijelaskan pada Q.S An-Nur ayat 3014 :  

مْ  هِّ نْ ابَْصَارِّ وْا مِّ نِّيْنَ يغَضُُّ لْمُؤْمِّ ى وَيَ قلُْ ل ِّ لِّكَ ازَْكَٰ هُمْۗ لَ حْفَظُوْا فرُُوْجَهُمْۗ ذَٰ  

َ خَبِّيْر ٌۢ بِّمَا يَ  صْنعَوُْنَ اِّنَّ اللّٰه  

                                                             
13 Https://Quran.Kemenag.Go.Id/, n.d. 
14 Https://Quran.Kemenag.Go.Id/. 
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“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa 

yang mereka perbuat.”   

 

Surah An- Nur ayat 30 menjelaskan bahwa, sebagai umat muslim 

harus menahan diri dari memandang sesuatu yang menuju ke dalam hal 

yang menimbulkan syahwat, dalam hal syahwat ini adalah dilarang oleh 

Allah SWT. Tidak hanya memandang, akan tetapi menjaga kemaluan atau 

bagian yang dapat menimbulkan syahwat juga harus dijaga kepada orang-

orang yang tidak halal baginya untuk dilihat. Menutup anggota tubuh dari 

pandangan lawan jenis, demikian dengan menjaga dan tidak 

memperlihatkan adalah sesuatu yang baik dan bersih. Dalam sebuah syair 

disebutkan bahwa : 

 “ Semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang, dan api besar 

itu berasal dari api yang sangat kecil.” 

 

Jika dilihat konteks syair diatas dapat dipahami bahwa tindakan 

pelecehan seksal yang tampaknya sepele sebenarnya dapat menjadi 

perbuatan yang sangat besar, yakni bisa terjadi perzinaan. Disamping itu, 

Rasulullah bersabda15 :  

ثهُُمَاالشَّيْطَانَ ثاَلِّ  لَ يَخْلوَُنَّ رَجُل  بِّامْرَأةٍَ، فإَِّنَّ   

                                                             
15 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1997)., 38.   
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 “ Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi degan 

perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan.” (HR 

Bukhari dan Muslim dari Ibn. Abas).  

 

Prinsip dari keharaman inilah sesuai dengan suatu kaidah yang berbunyi :  

رَام  وَمَا أدََّى إلىَ الْحَرَامِّ فهَُوَ حَ    

“ Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram “.  

 

Dilihat dari jenis perbuatan zina, dalam hukum Islam dibagi menjadi 

dua macam, diantaranya zina muhsan dan ghairu muhsan :16  

1. Zina Muhsan  

Zina muhsan merupakan perbuatan ang dilakukan orang yang 

pernah terikat tali ikatan perkawinan, yang artinya bahwa dilakukan 

oleh suami, istri, duda, ataupun janda. Dalam penghukuman yang 

terjadi dalam perbuatan zina muhsan ini berupa hukuman (had), 

yakni dengan dirajam dilempari batu hingga mati dan di dera 100 

kali. Dalam hukuman hukuman had ini diberikan kepada laki-laki 

dan perempuan, dan tidak ada pembeda diantara keduanya.17  

Dengan diberikan hukuman rajam serta cambuk bagi pelaku 

yang telah berbuat zina dengan kategori muhsan, sebagai balasan 

bagi pelaku untuk mendapatkan kesempatan dari Allah untuk 

                                                             
16 Junaidy et al., Hukum Pidana Islam Indonesia., 176.   
17 Ibid, 177.  
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merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan18. 

Dengan demikan ia telah mengingkari nikmat Allah yang telah 

diberikan kepadanya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari 

yang berbunyi :  

هُ لَـهُنَّ سَ خُذوُْا عَن ـِّيْ ، خُذوُْا عَن ـِّيْ ، قـَدْ جَعَـلَ ا يْـلًا : الَْ للهـ بِّكْـرُ بّـِ  

ائـَةٍ وَنـَفْيُ سَنَـةٍ ، وَ   ي ـِّبِّ جَلْـدُ بِّالْبِّكْرِّ جَـلْـدُ مِّ ي ـِّبُ بِّالثّـَ ائـَةٍ   الثّـَ مِّ  

جْمُ   وَالـرَّ

 

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah membuat jalan untuk 

mereka para pezina. Hukamannya adalah dicambuk seratus kali serta 

diasingkan (dipenjerakan) satu tahun. Sedangkan bagi pelaku pezina 

yang tela menikah dicambuki seratus kali dan di rajam sampai mati.” 

(H.R Bukhari).  

2. Zina Ghairu Muhsan  

Zina ghairu muhsan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

orang belum pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan. 

Hukuman (had) bagi pelaku zina ghairu muhsan berupa cambuk 

sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun19. Dalam 

hukuman cambuk 100 kali didasarkan dalam Q.S. Al-Nur ayat 220 

:  

انِّيْ  انِّيةَُ وَالزَّ دٍ الَزَّ لَ تَ   فاَجْلِّدوُْا كُلَّ وَاحِّ ائةََ جَلْدةٍَ وَّۖ نْهُمَا مِّ أخُْذْكُمْ م ِّ  

ِّ اِّنْ كُنْتمُْ تُ   يْنِّ اللّٰه فةَ  فِّيْ دِّ
مَا رَأْ خِّ بِّهِّ ِّ وَالْيوَْمِّ الَْٰ نوُْنَ بِّاللّٰه رِِّۚ وَلْيَشْهَدْ ؤْمِّ  

                                                             
18 Fitri Wahyuni, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2018)., 44.   
19 Junaidy et al., Hukum Pidana Islam Indonesia., 179.  
20 Https://Quran.Kemenag.Go.Id/. 
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نَ الْ  فةَ  م ِّ نِّيْنعَذاَبهَُمَا طَاۤىِٕ  مُؤْمِّ
 
َ  

“Perempuan ang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah 

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjauhkan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 

akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.  

 

Dalam penerapannya hukuman zina tidak ada pembeda 

diantara laki-laki dan peremuan yang terbukti dalam kategori zina 

ghairu muhsan. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan 

diasingkan selama 1 tahun.21  

Hukum Islam mendasarkan pada rumusan pemidanaan dalam aspek 

yang dasar, yakni dengan ganti rugi (retribusi), penjeraan (deterrence), dan 

perbaikan (reformative). Dengan itu tujuan dan fungsi hukuman dalam 

hukum islam sendiri sebagai balasan atau ganti kerugian, atas perbuatan 

yang telah dilakukan yang melanggar hukum tertentu. Maka dari sanksi 

tersebut, orang yang melangar akan menjadi jera dan tidak mengulangi 

perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya sanksi yang diberikan 

diharapkan dapat memperbaiki pelaku supaya menjadi lebih baik.22  

                                                             
21 Marsaid, Hukum Pidana Islam Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (Palembang: 

Rafah Press, 2020)., 130.   
22 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat  Islam Dalam Konteks 

Modernitas (Bandung: Al Syamil, 2001)., 185.  
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Terdapat suatu tindak pidana, unsur terpenting ialah adanya pelaku 

tindak pidana. Dalam hukum Islam mengenai unsur-unsur atau rukun umum 

dari jinayah sebagai berikut23 :  

1. Adanya nash, yang dapat melarang suatu perbuatan-perbuatan yang 

disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan ang dilakukan.  

2. Terdapat unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik yang 

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan 

yang diwajibkan atau diharuskan.  

3. Pelakunya merupakan orang yang dapat menerima atau memahami 

taklif , yang maksudnya pelaku kejahatan ialah mukallaf, sehingga 

mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan.  

Jika dilihat dari unsur di atas, yang menunjukan bahwasannya 

seseorang manusia belum dikenai taklif artinya belum dikenai pembebanan 

hukuman sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Maka para ulama ushul 

fiqh, mengemukakan bahwa dasar dari pembebanan hukum adalah akal dan 

pemahaman. Artinya, seseorang yang baru bisa dibebani hukum apabila ia 

berakal dan tentu dapat memahami secara baik pembebanan hukum yang 

ditjukan kepadanya. Dengan itu, orang yang tidak tau atau tidak faham dan 

belum berkal, seperti halnya orang gila dan anak kecil, maka tidak kenakan 

taklif atau pembebanan hukuman. Karena pada dasarnya mereka belum 

                                                             
23 Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)., 3.  
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berakal atau tidak berkal, maka mereka tersebut dianggap tidak bisa 

memahami taklif atau pembebanan hukuman dari syara’.24 

Berkaitan dengan masalah pelecehan seksual merupakan bentuk 

jarimah ta’zir, karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Dalam 

hukum Islam sendiri belum diatur secara spesifik mengenai hukuman bagi 

pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Namun 

meskipun belum diatur secara spesifik, pelecehan seksual dikategorikan 

sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam hukuman yang tepat terkait 

perbuatan pelecehan seksual adalah ta’zir. Dengan ta’zir penghukuman 

tersebut bersifat atas perbuatan dosa maksiat yang hukumannya belum 

ditetapkan dalam syara’25.   

Bahwa setiap perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan, yang 

tidak dapat dikenai dengan sanksi hudud yang termasuk didalamnya qisash 

atau kaffarah, maka dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir. Mengenai hal 

tersebut para ulama fiqh sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan 

perbuatan maksiat ini merupakan perbuatan yang telah meninggalkan dan 

melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini zina yang 

dimaksud adalah bukan berarti melakukan zina, karena zina sendiri 

merupakan tindak pidana jarimah yang dilakukan dengan cara memasukan 

alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamain perempuan.26 

                                                             
24 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logas, 1996)., 306.   
25 Enceng Arif Faizal and Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas  Hukum Pidana Islam) 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)., 176.  
26 Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)., 35.  
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 Sedangkan dalam konteks pencabulan atau pelecehan tidak sampai 

dalam konteks memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin 

perempuan. Syarat- syarat seseorang yang telah berzina dapat dikenakan 

hukuman zina adalah sebagai berikut27 :  

1. Orang yang telah melakukan zina adalah orang yang berakal. 

2. Orang yang telah melakukan zina sudah mencapai cukup umur atau 

baligh. 

3. Bagi seseorang telah melakukan zina, dalam kondisi tidak terpaksa, 

namun atas kemauan sendiri. 

4. Seseorang yang telah melakukan tahu bahwa zina merupakan hal 

yang diharamkan oleh agama.  

Maka, hukuman tidak dapat dijatuhkan serta dilaksanakan kepada 

anak kecil, orang gila, atau orang yang telah dipaksa untuk melakukan 

perbuatan zina. Pada dasarnya hal ini atas sabda Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Aisyah ra sebagai berikut28 :  

ِّ حَتَّى يحَْتلَِّمَ وَعَنْ يسَْتيَْ رُفِّعَ الْقلَمَُ عَنْ ثلََاثةٍَ عَنْ النَّائِّمِّ حَتَّى  بِّي  قِّظَ وَعَنْ الصَّ

                                                                يعَْقِّل حَتَّى الْمَجْنوُنِّ 
   

“Tidaklah dicatat atas tiga hal : dari orang-orang yang tidur hingga ia 

terjaga (bangun), dari anak-anak hingga ia baligh, dan dari orang gila 

hingga waras.”  

 

                                                             
27 Yayah Ramadyan, “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP),” n.d., 

70.  
28 Ibid, 70 
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Dasar bagi diisyaratkannya pengetahuan si pelanggar bahwa zina 

merupakan hal yang haram, karena hukuman yang berkaitan dengan zina 

merupakan konsekuensi dari larangan yang telah ada.  Dengan demikian 

pelaku yang telah melanggar larangan, mengetahui akibat perbuatan zina 

yang akan dikenakan adalah hukuman had ataupun rajam. Dan hukuman 

zina tidak dapat diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan zina 

akan tetapi, orang tersebut benar-benar tidak mengetahui ketetapan atas 

hukuman mengenai perbuatan yang telah dilanggar atau dilakukan29.  

Sanksi pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan 

pelecehan seksual, diberlakukan dengan hukuman ta’zir, merupakan 

jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri, baik bentuk, macam, ataupun 

sanksinya. Pada jarimah ta’zir ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan 

juga qisash. Dan jarimah ta’zir berkaitan dengan perkembangan masyarakat 

serta kemaslahatan. Maka dengan adanya jarimah ta’zir ini diharapkan 

memberi kesempatan kepada para Ulul Amri yang berhak memutuskan 

sesutau perkara untuk menentukan penjatuhan hukuman kepada pelaku 

yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual.  

Jika dilihat dari bentuk-bentuknya, maka perbuatan pelecehan 

seksual ini dapat dikatakan dengan jarimah ta’zir, karena dalam Al-Qur’an 

dan juga Hadist bentuk perbuatan hukuman belum diatur secara spesifik. 

Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid 

                                                             
29 Faizal and Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas  Hukum Pidana Islam).), 178.  
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(hukuman pokok).30 Dalam kewenangan untuk menentukan hukuman ta’zir 

berada pada tangan penguasa, sehingga jenis hukumannya juga beragam 

sesuai dengan situasi, bisa dengan ditetapkan hukuman penjara, ditahan, 

dipermalukan, atau bisa dihukum mati. Mengenai jumlah hukuman pokok 

berupa jilid dalam jarimah ta’zir para ulama tentu berbeda pendapat.  

Dalam kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabillah berpendapat 

bahwa jumlah hukuman berupa jilid dalam hukuman ta’zir tidak boleh 

melebihi dari 10 kali. Sedangkan dalam kalangan ulama Malikiyah 

berendapat bahwa hukuman jilid boleh untuk melebihi hukuman had selama 

masih mengandung maslahat. Mengenai jumlah terendah dalam hukuman 

jilid dalam jarimah ta’zir ini para ulama tentu mengalami perbedaan 

pendapat yakni31 :  

a. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa hukuman jilid harus 

memberikan dapak yang preventif serta resresif bagi semua umat.  

b. Ibn Qudamah berpendapat bahwa, hukuman yang terendah tidak 

dapat ditentukan, tetapi diserahkan pada ijtihad hakim yang sesuai 

dengan tindak pidananya.   

Sesungguhnya dalam hal ini perlu untuk dilihat kasus jarimahnya. 

Sebagai contoh bahwa jarimahnya adalah percobaan perzinaan maka 

hukuman ta’zirnya sebanyak kurang dari 100 kali jilid, karena jarimah zina 

                                                             
30 Mashudin Imam, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif 

Hukum Pidana Islam” (UIN Wali Songo Semarang, 2016)., 72.  
31 Fiqh Jinayah., 194.  
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yang memenuhi rukun dan syaratnya, dijatuhi hukuman maksimalnya bagi 

seseorang yang melakukan zina ghair muhsan dengan 100 kali jilid. 

Adapaun jika jarimah yang lain yang sanksi hadnya bukan termasuk jilid, 

maka Ulul amri akan menjatuhkan hukuman jilid sebagai ta’zir, dan yang 

harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan bagi pelaku jarimah dan juga 

bagi masyarakat.  

Jika dibandingkan sanksi badan yang berupa jilid dengan bentuk 

sanksi lainnya, maka jelas baha keistimewaan sanksi jilid adalah32 :  

a. Dengan sanksi jilid itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya 

preventif, karena dapat dirasakan secara langsung di bagian fisik 

terutama bagi orang-orang yang tidak ada rasa takut dengan 

sanksi yang lain.  

b. Jilid dalam ta’zir bukan berarti suatu sanksi yang kaku, akan 

tetapi sanksi yang sangat fleksibel. Mengapa karena, berbeda-

beda jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah, dengan tetap 

memperhatikan kondisi pelaku yang terhukum.  

c. Jilid dalam jarimah ta’zir ini berisfat lebih murni dalam 

menerapkan sanksi hukumannya, karena pada prinsipnya sanksi 

itu bersifat pribadi terhadap pelaku yang terhukum, serta tidak 

membawa akibat terhadap orang lain.  

                                                             
32 Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)., 198.  
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d. Sanksi jilid merupakan sanksi badan yang langsung dirasakan 

oleh pelaku yang terhukum, sehingga lebih besar kemungkinan 

jiwanya memberi pengaruh untuk penyembuhan jiwanya yang 

sakit. Dan sanksi jilid dapat disesuaikan dengan kada yang tepat 

untuk menjadikan si terhukum menjadi jera dengan 

mempertibangkan kejahatannya.  

Maka jika dilihat dari sisi kemanusiaannya, hukuman mati adalah 

hukuman yang lebih berat dibandingkn hukum jilid yang keduanya 

merupakan hukuman badan. Hanya terdapat perbedaan pada, jika hukuman 

mati tidak hanya mengorbankan unsur kemanusiaanya saja tetapi juga 

mengorbankan hidupnya. Ha ini menunjukan bahwa hukuman badan berupa 

jilid masih diakui ke efektivitasnya untuk menjadikan pelaku yang 

terhukum menjadi jera.  

Selain dengan dihukum hukuman pokok berupa jilid, pelaku yang 

telah melakukan pelecehan seksual atau pelaku jarimah ta’zir, juga dapat 

dikenakan hukuman tambahan berupa33 :  

a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan. 

b. Dicela. 

c. Dikucilkan. 

d. Dinasehati.  

e. Dipecat dari jabatannya. 

                                                             
33 Ibid, 211.  
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f. Diumumkan kesalahannya. 

Dalam penghapusan pidana terdapat dua alsan yakni, alasan 

pembenar dan pemaaf. Dalam keadaan terkadang suatu perbuatan seseorang 

akan berujung pada suatu tindak pidana, meskipun orang tersebut tidak 

menghendaki adanya sebuah tindak pidana. Maka dengan kata lain suatu 

tindak pidana terjadi seseorang terkadang tidak bisa menghindari karena ada 

sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Suatu perbuatan pidana terdapat 

alasan pembenar sebagai penghapus pidana, dengan pengahapusan pidana 

maka suatu perbuatan menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga 

pelaku tidak dikenai hukuman.34 

Sedangkan dalam alasan pemaaf akan berdampak pada pemaafan 

akibat perbuatannya, meskipun telah melakukan tindak pidana yang 

melawan hukum. Sebab dalam hapusnya hukuman tidak mengakibatkan 

perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, akan tetapi tetap pada awal dan 

asalnya yakni dilarang. Dalam hukum Islam ada empat sebab yang dapat 

menghapuskan hukuman yakni 35:  

1. Karena Paksaan 

Bahwasanya para fukuha berpendapat, dalam keadaan yang 

terpaksa dan adanya unsur paksaan da nada perbuatan materiil yang 

                                                             
34 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat  Islam Dalam Konteks 

Modernitas (Bandung: Al Syamil, 2001). 
35 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh  Jinayah) (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 

96 
 

  

membuat orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang 

seharusnya tidak lakukan atau perbuatan yang dilarang.  

2. Mabuk  

Dalam keadaan mabuk adalah kehilangan akal sehat yang 

mengakibatkan minum-minuman keras atau semacamnya. Ulama 

fiqh mengemukakan bahwa dalam keadaan mabuk atau kondisi 

mabuk bisa menghilangkan akal sehat seseorang yang melakukan. 

Para ulama’ berpendapat bahwa tidak ada sebuah pertanggung 

jawaban pidana bagi seorang yang sedang dalam keadaan mabuk, 

mabuk terjadi dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan mabuk 

yang tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau 

makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau 

tindakan yang dalam keadaan mabuk dihukumi atau dikategorikan 

sama dengan orang gila.  

3. Gila  

Pada pertanggungjawaban sebuah pidana it dibebankan 

kepada seseorang yang mukallaf, daam arti yang memiliki 

kemampuan berpikir dalam melakukan sesuatu dan memilih dalam 

berbuat. Maka jika kedua factor tersebut tidak dimiliki oleh 

seseorang maka tidak dapat untuk dimintai pertanggung jawaban. 

Karena, kemampuan berfikir seseorang itu bisa hilan atau karena 

sudah terdapat kelainan sejak lahir, yang menghilangkan akalnya 
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serta kemampuannya utuk mebedakan antara perbuatan yang baik 

dan yang buruk.  

4. Dibawah umur 

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan 

yang telah dilakukannya. Konsep pertanggung jawaban anak di 

bawah umur, merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam 

hukum Islam. Karena tanggung jawab pidana dalam hukum islam 

terdiri dari dua unsur yakni mampu untuk berfikir dan mempunyai 

pilihan. Sedangkan anak di bawah umur yang melakukan perbuatan 

yang melawan hukum itu didasarkan atas ketidakmampuan berfikir 

dalam suatu hal yang baik dan yang buruk.  

 Jika memperhatikan mengenai pemaparan terkait sebab-sebab 

hapusnya hukuman dalam hukum Islam, maka orang yang melakukan 

tindak pidana pelecehan seksual ketika terbukti bahwa masih anak-anak, 

maka orang tersebut termasuk dalam kategori di bawah umur. Oleh 

karenanya, pelaku tersebut dalam hukum Islam tidak dapat dikenai sanksi, 

melainkan diberikan hukuman ta’zir yang berupa pengajaran dan 

pendidikan agar pelaku menyadari perbuatannya termasuk perbuatan yang 

tidak baik dan salah.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Uraian yang telah dipaparkan penulis mengenai kebijakan penal 

bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan 

perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan dalam beberapa 

kesimpulan sebagai inti dari pembahasan skripsi ini. Hukum pidana bagi 

anak yang melakukan tindak pidana hukuman ancamannya di atas 7 tahun 

penjara, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan no 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Pada kasus pembahasan mengani tindak pidana kekerasan seksual 

berbentuk pelecehan sesksual, pelaku anak sebagai tindak pidana, penyidik, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan 

dikenai sanksi berupa diserahkan kepada orang tua/ wali atau diikutsertakan 

dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di 

instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan 

Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik dalam 

tingkat pusat maupun daerah, dalam jangka waktu paling lama enam bulan.  

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelecehan seksua merupakan 

bentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum 

pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku 

pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual dikategorikan sebagai 

tindakan yang mendekati zina. Dalam jarimah ta’zir merupakan hukuman 
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yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’. 

 Pada hukum pidana Islam jenis hukuman yang dijatuhkan kepada 

anak yang melakukan tindak pidana tergantung kepada kemampuannya 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perasamaan antara hukum 

pidana positif serta hukum pidana islam adalah bahwa kondisi masa anak-

anak merupakan dari alasan pemaaf ntuk mengurangi dan menghapuskan 

suatu hukuman yang telah dilakukan.  

B. Saran  

Adapun saran penulis terkait kebijakan penal dalam tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak yakni, sebagaimana untuk dapat 

menghindari dari perbuatan kekerasan seksual hendaknya setiap individu 

memulai dari dirinya sendiri. Dengan itu adanya kerjasama pemerintah atau 

lembaga penegak hukum, lebih memberikan serta menegakan berupa 

sosialisasi mengenai permasalahan kekerasan seksual di tempat terpencil 

hingga dikota besar  yang berpotensi tinggi terjadinya sebuah tindak pidana. 

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang 

pentingnya hukum melalui bimbingan atau penyuluhan untuk menekan 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. 

Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak, juga harus 

memperhatikan harkat dan martabatnya, serta memperhatikan kepentingan 

yang terbaik pada anak. Karena bagaimanapun anak sebagai pelaku tindak 

pidana juga harus memiliki masa depan yang cerah sebagai penerus bangsa.   
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